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Abstrak 

Siti Sa’adah, NIM 2130203085, judul skripsi “Perlindungan Hukum 

Terhadap Pekerja Migran Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2017 jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Menurut Cita-Cita Hukum”. 

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam 

Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar 2025.  

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana bentuk 

perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 

18 Tahun 2017 jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dan apakah undang-

undang perlindungan Pekerja Migran Indonesia sudah memenuhi prinsip cita-cita 

hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bentuk perlindungan 

hukum bagi Pekerja Migran Indonesia dalam undang-undang perlindungan Pekerja 

Migran Indonesia, dan menjelaskan pemenuhan prinsip cita-cita hukum dalam 

undang-undang perlindungan Pekerja Migran Indonesia. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan 

pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data 

sekunder yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan 

Pekerja Migran Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 

Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini yaitu dengan literature review. Teknik analisis data dalam penelitian 

ini yaitu mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-

undangan. Teknik penjaminan keabsahan data dalam penelitian ini adalah dengan 

metode triangulasi atau proses menemukan kesimpulan dengan memeriksa ulang 

dari berbagai sudut. 

Temuan penelitian bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

bagi Pekerja Migran Indonesia yaitu, pertama perlindungan sebelum bekerja yang 

meliputi perlindungan administratif, dan perlindungan teknis, kedua perlindungan 

saat bekerja meliputi pendataan, pemantauan, fasilitas pemenuhan hak, ketiga 

perlindungan setelah bekerja meliputi fasilitas kepulangan, hingga penyelesaian 

hak Pekerja Migran Indonesia yang belum terpenuhi, serta beberapa program 

lainnya yang dibuat oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam 

melindungi pekerja migran dari segala bentuk pelanggaran. Dalam undang-undang 

perlindungan Pekerja Migran Indonesia prinsip cita-cita hukum yaitu kepastian 

hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan sudah terpenuhi. Masih banyaknya 

pelanggaran hak yang dirasakan oleh para pekerja migran disebabkan oleh 

implementasi dari undang-undang tersebut yang kurang berjalan dengan baik, 

seperti dalam penegakan sanksi bagi para pelaku seperti agen keberangkatan 

Pekerja Migran Indonesia ilegal, sindikat tindak pidana perdagangan orang serta 

pelaku lainnya yang melanggar hak-hak pekerja migran, dan kurangnya 

pengetahuan masyarakat mengenai haknya sebagai Pekerja Migran Indonesia. 

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pekerja Migran Indonesia, Cita-Cita Hukum 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Pekerja Migran Indonesia (selanjutnya disingkat dengan PMI) merupakan 

setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan 

dengan menerima upah atau gaji di luar wilayah Republik Indonesia. Sulitnya 

mendapatkan pekerjaan di Indonesia menyebabkan masyarakat Indonesia lebih 

memilih untuk bekerja ke luar negeri (Gadi Djou, 2021). Upah yang lebih tinggi di 

luar negeri di bandingkan dengan upah bekerja di Indonesia yang relatif rendah 

menjadi salah satu faktor yang mendorong banyaknya masyarakat Indonesia yang 

ingin bekerja di luar negeri. Penempatan PMI ke luar negeri merupakan program 

nasional yang di keluarkan oleh negara Indonesia dalam upaya mencegah 

terjadinya pengangguran serta upaya negara untuk menghasilkan devisa negara 

yang bisa mendukung perekonomian Indonesia. Oleh sebab itu para PMI sering 

disebut sebagai pahlawan devisa negara (Wahyudi, 2019). 

Berdasarkan data dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 

(selanjutnya disingkat dengan BP2MI), menyebutkan setiap tahun ada ribuan 

penduduk Indonesia ditempatkan bekerja di luar negeri. Pada Tahun 2014, PMI 

yang ditempatkan di luar negeri tercatat sebanyak 8.345 orang. Jumlah ini semakin 

meningkat dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2022 PMI sudah mencapai 9.715 orang. 

Beberapa daerah penyumbang PMI paling banyak meliputi Jawa Timur, Jawa 

Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Lampung. Dari data diatas 

menunjukkan bahwa PMI memiliki dampak yang besar terhadap sosial dan 

ekonomi masyarakat di Indonesia, tidak heran juga apabila banyak terjadi 

pelanggaran Hak Asasi Manusia kepada para PMI karena banyaknya masyarakat 

Indonesia yang lebih memilih untuk bekerja ke luar negeri daripada di Indonesia 

(DataIndonesia.id, 2024).
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Di balik sebutan pahlawan devisa negara yang sangat membanggakan bagi 

para PMI ternyata hal tersebut tidak sebanding dengan pengorbanan yang diberikan 

oleh PMI. Pada realitanya para PMI yang bekerja di luar negeri sering mendapatkan 

perlakuan yang tidak baik seperti pelanggaran hak asasi para PMI yang terjadi pada 

saat penempatan maupun saat bekerja di luar negeri sebagai PMI. Hal tersebut 

dapat terlihat dari upah yang tidak layak, jam kerja yang panjang dan perlakuan 

yang tidak adil lainnya yang dapat melanggar hak asasi para PMI (Wahyudi, 2019).  

Pada Tahun 2024 sebuah data menunjukkan pengaduan PMI paling banyak 

terjadi pada bulan Januari-November 2024 yaitu sebagai berikut. 

Tabel 1.1 

Data pengaduan PMI bulan Januari-November 2024 

Nomor Pengaduan Jumlah 

1.  PMI ingin dipulangkan 266 orang 

2.  PMI gagal berangkat 154 orang 

3.  Gaji tidak dibayar 116 orang 

4.  Jaminan sosial PMI 76 orang 

5.  Deportasi/repatriasi 61 orang 

6.  Penipuan peluang kerja 59 orang 

7.  Meninggal 49 orang 

8.  Meninggal dunia di negara tujuan 46 orang 

Total keseluruhan 827 orang 

      Sumber : BP2MI (Palupi Kurnianingrum, 2023). 

Banyaknya jumlah PMI yang mengalami permasalahan  menunjukkan 

bahwa perlindungan terhadap PMI masih belum maksimal. Pertama dari aspek 

regulasi. Keberadaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Perlindungan PMI masih belum cukup untuk melindungi PMI, contohnya dapat 

terlihat dari segi implementasi seperti sanksi yang kurang tegas terhadap pelaku 

pelanggaran hak PMI. Kedua ketidaktahuan masyarakat terhadap proses 
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penempatan PMI yang sesuai dengan prosedur juga dapat menjadi celah terjadinya 

pelanggaran hak-hak para PMI. Ketiga banyaknya tindak kejahatan melalui media 

sosial. Berkembangnya modus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sebagai 

kejahatan yang tidak mudah untuk ditangani (Palupi Kurnianingrum, 2023). 

Dari kasus di atas maka perlindungan terhadap para PMI yang berada di 

luar negeri menjadi prioritas bagi pemerintah. Dalam hal ini pemerintah sudah 

mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan 

Pekerja Migran Indonesia sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 

2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar 

Negeri (Tantri, 2022). Selain Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, juga 

terdapat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

Menjadi Undang-Undang. Undang-undang ini memiliki keterkaitan yang 

berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yaitu mengenai 

perlindungan terhadap pekerja, baik itu pekerja yang bekerja di Indonesia maupun 

di luar wilayah Indonesia.  

Selanjutnya salah seorang ahli hukum UIN Raden Mas Said Surakarta 

yang bernama Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, berpendapat bahwa secara 

historis, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 memang lebih baik dibandingkan 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, namun yang menjadi kelemahannya yaitu 

dalam proses implementasi. Oleh sebab itu revisi mengenai undang-undang 

perlindungan PMI harus segera dilakukan. Mustain Nasoha memberikan tiga 

kritik utama dalam revisi undang-undang perlindungan PMI, yaitu pertama dalam 

Pasal 74 mengenai sanksi, sanksi yang tidak tegas menyebabkan adanya 

keterbatasan dalam penegakan hukum dan perlindungan terhadap PMI, kedua 

pada bagian bab 5 mengenai tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat dan 

daerah. kesenjangan antara kebijakan Pusat dan Daerah serta tidak semua daerah 

memiliki aturan turunan dari undang-undang perlindungan PMI, ketiga Pasal 76 
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mengenai pengawasan, keterbatasan data dan sistem pengawasan juga menjadi 

penyebab para PMI rentan terhadap pelanggaran hak asasi. Menurut Mustain 

Nasoha, revisi mengenai undang-undang perlindungan PMI adalah langka yang 

sangat penting dan harus segera dilakukan untuk dapat memperkuat perlindungan 

hukum terhadap PMI (Nasoha, 2025). 

Dalam hukum tata negara Islam atau siyasah dusturiyah permasalahan 

diatas berkaitan antara ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang nomor 18 Tahun 

2017 mengenai asas persamaan hak dan asas anti perdagangan manusia dengan 

firman Allah SWT dalam AL-Quran surat As-Syua’ara ayat 183; 

يَاۤءَهاُْاالنَّاسَاااتبَْخَسُوااوَلَا مُفْسِدِينَْ ااالَْرْضِاافِااتعَْثوَْااوَلَاااَش ْ  

Artinya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan        

janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat 

kerusakan”. (Q.S As-Syua’ara: 183). 

Selaras dengan hal tersebut undang-undang mengenai PMI telah melarang 

segala bentuk perdagangan manusia dan pelanggaran hak-hak orang lain. 

Pengertian anti perdagangan manusia adalah bahwa tidak adanya tindakan 

perekrutan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan calon 

dan/atau PMI dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, 

penyekapan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi 

rentan. Proses sebelum, selama dan setelah bekerja PMI juga dilindungi dari 

segala bentuk macam modus penjeratan uang, memberikan bayaran atau manfaat 

sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang 

lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk 

tujuan eksploitasi atau mengakibatkan tereksploitasi. undang-undang 

perlindungan PMI juga mengakomodir persamaan hak dalam pengaturannya. 

Pengertian asas persamaan hak adalah bahwa calon dan/atau PMI mempunyai hak, 

kesempatan dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan 

penghidupan yang layak (Hakim & Havez, 2020). 
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Penelitian mengenai Perlindungan Hukum Terhadap PMI Dalam Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2017 Jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Menurut 

Cita-Cita Hukum sebelumnya telah diteliti oleh akademisi dan peneliti terdahulu, 

seperti penelitian oleh Ester Monalisa Tantri, dkk. yang berjudul Perlindungan 

Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Menurut Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2017, adapun penelitian ini membahas tentang upaya 

yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam melindungi tenaga kerja 

Indonesia diluar negeri serta implementasi dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2017. Dan penelitian yang dilakukan oleh Ana Maria Gadi Djou yang berjudul 

Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia Yang Bekerja Diluar Negeri 

Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan 

Pekerja Migran Indonesia. Dalam penelitian ini membahas mengenai jaminan 

sosial terhadap PMI menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang 

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Namun hingga saat ini belum ada 

penelitian yang membahas mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja 

Migran Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 jo Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 Menurut Cita-Cita Hukum. Penelitian ini hendak 

mencari bentuk perlindungan yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 18 

Tahun 2017 jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta pemenuhan prinsip 

cit-cita hukum dalam Undang-Undang tersebut. 

Berdasarkan kondisi di atas, maka penelitian ini penting untuk dilakukan 

karena hal tersebut menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat yang dapat 

berdampak pada lemahnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang 

diduga tidak bisa memberikan perlindungan kepada masyarakatnya yang bekerja 

di luar negeri sebagai PMI. Selanjutnya penelitian ini dapat memberikan 

kontribusi bagi pengembangan kebijakan yang lebih baik dan lebih responsif 

terhadap kebutuhan pekerja migran. Hal ini penting untuk mewujudkan keadilan 

sosial dan perlindungan hak asasi manusia, serta meningkatkan kualitas hidup para 

PMI beserta Keluarganya. Maka permasalahan ini akan di kaji lebih lanjut dalam 
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sebuah skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran 

Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 jo Undang-Undang 

Nomor 6 tahun 2023 Menurut Cita-Cita Hukum” 

B. Fokus Penelitian  

Adapun Fokus penelitian yang penulis teliti yaitu bentuk perlindungan 

hukum yang diberikan kepada PMI yang mengalami permasalahan pada saat 

sebelum bekerja, saat bekerja, dan sesudah bekerja berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2017 jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dan pemenuhan 

prinsip cita-cita hukum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 jo Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan beberapa 

rumusan masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi PMI berdasarkan Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2017 jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023? 

2. Apakah perlindungan hukum bagi PMI dalam Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2017 jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 sudah memenuhi prinsip 

cita-cita hukum? 

D. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum bagi PMI berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2023. 

2. Untuk menjelaskan perlindungan hukum bagi PMI dalam Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2017 jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 memenuhi 

prinsip cita-cita hukum. 
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E. Manfaat dan Luaran Penelitian 

1. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis  

Ada beberapa manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu sebagai 

berikut: memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan yang 

bermanfaat bagi penulis dan pembaca mengenai bentuk perlindungan 

Hukum yang diberikan oleh Undang-Undang terhadap PMI dalam konteks 

cita-cita hukum. Selain sebagai bahan informasi lainnya juga dapat untuk 

menambah pengetahuan melalui karya ilmiah, menjadi bahan referensi, 

sumber informasi serta perbandingan penelitian selanjutnya. 

b. Manfaat Praktis  

Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu sebagai syarat untuk 

mendapatkan gelar sarjana (S.H) di Program Studi Hukum Tata Negara 

(Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus 

Batusangkar.  

2. Luaran Penelitian   

a. Hasil penelitian ini dapat di publikasikan pada jurnal kampus Universitas 

Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. 

b. Dapat di jadikan sebagai bahan bacaan di perpustakaan Universitas Islam 

Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.  

c. Materi yang di teliti dapat menjadi materi tepat guna yang langsung bisa 

di manfaatkan oleh pemerintah Indonesia. 

d. Diproyeksikan untuk mendapatkan gelar pada tingkat Sarjana Strata satu, 

gelar Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus 

Batusangkar. 
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F. Definisi Operasional 

Definisi operasional ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran awal 

serta menghindari adanya pemahaman yang berbeda dengan maksud penulis. Oleh 

sebab itu, maka perlu ditegaskan beberapa istilah penting yang ada di dalam judul 

ini, yaitu: 

1. Perlindungan Hukum 

Menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan suatu tindakan atau 

upaya seseorang untuk melindungi orang lain dari perbuatan sewenang-

wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, 

hal ini guna untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman bagi manusia lain 

agar dapat menikmati harkat dan martabatnya sebagai manusia (Muhammad 

Zein Alydrus, 2020). perlindungan hukum dapat juga diartikan sebagai suatu 

perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum baik dalam bentuk 

perlindungan hukum yang bersifat preventif maupun perlindungan hukum 

yang bersifat represif, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, yang mana 

konsep hukum tersebut adalah dapat memberikan suatu keadilan, kedamaian, 

ketertiban, dan kepastian pada masyarakat (Arya Prayoga, 2023). 

2. Pekerja Migran Indonesia 

Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 

Tentang Pekerja Migran Indonesia, PMI adalah setiap warga negara Indonesia 

yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di 

luar wilayah Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 

Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, 2017).  

PMI adalah setiap warga negara Indonesia baik laki-laki maupun 

perempuan yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan 

menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia (Anugrah Kurunia 

Situmorang & Affan, 2021). Maka tidak semua penduduk bisa dikatakan 

sebagai pekerja migran, karena pada hakikatnya tidak semua orang memenuhi 

syarat sebagai pencari kerja di luar negeri. Orang yang tidak memenuhi syarat 
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tersebut di sebut sebagai bukan tenaga kerja migran. Oleh karena itu  

klasifikasi tenaga kerja adalah pengelompokan ketenagakerjaan yang sudah 

tersusun berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan (Nurmasyita, 2023). 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran 

Indonesia 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 merupakan undang-undang 

yang mengatur segala aspek terkait perlindungan PMI yang bekerja di luar 

negeri. Secara lebih rinci undang-undang ini mengatur tentang hak dan 

kewajiban PMI, menjamin perlindungan hukum, ekonomi, serta sosial bagi 

PMI. Dalam undang-undang ini lebih menekankan aspek perlindungan pekerja 

migran dari undang-undang sebelumnya yang lebih fokus pada penempatan 

tenaga kerja. Undang-undang ini berupaya untuk mencegah terjadinya praktik 

perdagangan manusia, perbudakan, kerja paksa, kekerasan, serta perlakuan 

tidak adil lainnya yang melanggar serta merugikan PMI. Undang-undang ini 

merupakan kerangka hukum yang komprehensif untuk melindungi hak-hak dan 

menjamin kesejahteraan PMI (Undang-Undang No 18 Tahun 2017 Tentang 

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia). 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi 

Undang-Undang 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 adalah Undang-Undang 

pengganti dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022. Dengan di tetapkannya 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 maka seluruh materi muatan yang 

sebelumnya di atur dalam perpu cipta kerja kini sudah memiliki kekuatan 

hukum sebagai undang-undang. Undang-undang ini merupakan penyesuaian 

regulasi dalam rangka menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia, 

meningkatkan perlindungan bagi PMI yang bekerja di dalam maupun di luar 

wilayah Indonesia, meningkatkan investasi pemerintah dan mempercepat 

proyek strategis nasional, dengan kata lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
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2023 merupakan landasan hukum untuk berbagai aspek yang berkaitan dengan 

cipta kerja di Indonesia (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang). 

5. Cita-Cita Hukum 

Menurut Arief  Shidarta yang dimaksud dengan cita-cita hukum adalah 

suatu gagasan, karsa, cipta, dan pikiran yang berhubungan dengan hukum atau 

dapat disebut juga dengan tujuan hukum, yang mana cita-cita hukum tersebut 

memiliki tiga unsur yaitu, kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan 

(Sugirman, 2024). Dengan adanya Cita-cita hukum maka dapat menjadi 

pedoman bagi masyarakat untuk melaksanakan dan mematuhi aturan hukum 

yang berlaku. Cita-cita hukum ini dapat juga berfungsi sebagai asas umum yang 

dapat menjadi pedoman, norma kritik, serta faktor yang dapat memberi 

motivasi dalam menyelenggarakan hukum, dan perilaku hukum (Herlina, 

2018). 
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BAB II  

KAJIAN TEORI 

A. Landasan Teori 

1. Teori Negara Hukum 

a. Definisi Negara Hukum 

Negara hukum merupakan sebuah teori hukum yang berasal dari 

tradisi hukum Eropa yang dipengaruhi oleh Romawi. Teori negara hukum 

menjadi dasar dari hukum yang berlaku di pada negara-negara seperti 

Indonesia. Konsep negara hukum modern di Eropa Kontinental 

dikembangkan dengan menggunakan istilah Rechstaat. Istilah Rechstaat 

merupakan suatu doktrin atau ajaran dari hukum Eropa daratan yang berasal 

dari sistem hukum dari negara Jerman. Rechstaat merupakan negara yang 

menjadikan suatu hukum sebagai suatu dasar bagi penyelenggaraan 

kekuasaan pemerintahan yang sudah ada. Hukum yang dijalankan di negara 

tersebut memiliki sifat yang adil dan baik serta hukum yang dijalankan 

dapat membatasi tindakan yang berasal dari pemegang kekuasaan di dalam 

negara tersebut (Quddratul Ilmi). 

Konsep negara hukum dikembangkan oleh Immanuel Kant, Paul 

Laband, Julius Stahl, Fitchte, dan lain-lain. Sedangkan dalam tradisi Anglo 

Amerika konsep negara hukum dikembangkan dengan sebutan “The rule of 

law” yang dipelopori oleh A. Dicey. Konsep negara hukum yang di maksud 

oleh A.V, dan Stahl dapat di katakan sebagai konsep negara hukum generasi 

pertama yang menjadi pemikiran ahli hukum pada abad ke 19. Konsep 

negara hukum berdasarkan kedua ahli tersebut telah melahirkan negara 

hukum formil, yang mana peranan pemerintah sangat sedikit dan sempit 

dalam menjalankan pemerintahan. Sempitnya peranan pemerintah tidak 

hanya  dibidang  politik,  tetapi  juga dibidang   ekonomi  yang  dijalankan  
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berdasarkan dalil Laissez Faire (keadaan ekonomi negara akan sehat jika 

setiap manusia dibiarkan mengurus kepentingan ekonominya masing-

masing. Dari sisi politik, ekonomi, tugas negara adalah melindungi 

kedudukan ekonomi kelompok yang menguasai alat-alat produksi dan 

pemerintahan (mahkamah konstitusi, 2016). 

Menurut Aristoteles yang dimaksud dengan negara hukum adalah 

negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga 

negaranya. Negara hukum merupakan suatu negara yang menjalankan 

pemerintahannya berdasarkan atas kekuasaan hukum (supremasi hukum) 

yang bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum. Hal tersebut 

memberi pengertian bahwa negara, termasuk didalamnya pemerintah dan 

lembaga-lembaga lainnya dalam melaksanakan tindakan apapun harus 

didasari dengan kepastian hukum. Suatu negara dapat dikatakan negara 

hukum apabila tindakan pemerintah maupun masyarakatnya didasarkan 

pada hukum. Untuk dapat mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang 

dari pihak pemerintah atau penguasa dan tindakan rakyat yang dilakukan 

menurut kehendaknya sendiri (Ali, 2020). 

b. Karakteristik Negara Hukum 

Perkembangan hukum Romawi yang menjalar selama sepuluh abad 

yang pada asalnya merupakan hukum primitif agraris dan kemudian mulai 

dari kodifikasi undang-undang dua belas meja (twaalf tefelen wet) yang 

ditutup dengan kodifikasi Kaisar Iustinianus yang disebut Corpus Iuris 

Civilis. Selanjutnya melalui proses receptie di Eropa Barat, kodifikasi Code 

Civil des Francais di Perancis, kodifikasi Burgerlijk Wetboek, Belgia, 

Luxemburg dan Spanyol. Berikutnya berdasarkan asas konkordansi praktik 

kodifikasi di Belanda diresepsi dan diberlakukan pada wilayah jajahan 

Nederlands Indie. Setelah Indonesia merdeka dari jajahan Belanda semua 

ketentuan Code de Civil masih diberlakukan dengan berlandaskan pada 

Aturan Peralihan Pasal I UUD NRI Tahun 1945 Perubahan IV 10 Agustus 
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2002 dinyatakan, “Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih 

tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang 

Dasar ini” (Myaskur & Munir, 2020) 

Negara hukum atau yang disebut dengan istilah rechtsstaat atau The 

rule of law merupakan negara yang dalam menjalankan suatu tindakan, 

semua berdasarkan pada aturan atau sesuai dengan hukum yang berlaku. 

Jika ada seseorang yang melakukan tindakan melanggar aturan, maka ia 

berhak untuk mendapatkan suatu hukuman karena dianggap melanggar 

hukum. Adapun yang menjadi karakteristik dari negara hukum adalah 

adanya sistem ketatanegaraan yang sistematis, hukum sebagai patokan 

segala bidang atau supremasi hukum, adanya perlindungan dan pengakuan 

hak asasi manusia, sistem peradilan yang tidak memihak dan memiliki 

persamaan kedudukan di hadapan hukum, adanya pembagian kekuasaan 

yang jelas, adanya peradilan pidana dan perdata, legalitas dalam arti hukum 

itu sendiri (Adriati). 

Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara hukum. Prinsip-

prinsip umum sebagai negara hukum sudah dipenuhi oleh Indonesia seperti, 

pengakuan terhadap hak asasi manusia, pembagian kekuasaan dan 

pemerintah yang berdasarkan hukum. Indonesia juga memiliki persamaan 

baik dengan negara hukum Rechstaat maupun rule of law.  Dengan 

Rechstaat sama-sama mengharuskan keberadaan peradilan administrasi, 

dengan  rule of law  sama-sama mengakui prinsip persamaan di depan 

hukum (Syuhada, 2021). 

Philipus M. Hadjon dengan memperhatikan pendapat Soekarno dan 

Supomo, menyimpulkan bahwa ciri-ciri pokok dari negara hukum 

Pancasila adalah keselarasan hubungan antara pemerintah dan rakyat 

berdasarkan asas kerukunan, hubungan fungsional yang proporsional antara 

kekuasaan-kekuasaan negara, prinsip-prinsip penyelesaian sengketa secara 

musyawarah  dan peradilan merupakan saran terakhir, keseimbangan antara 
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hak dan kewajiban. Sedangkan Muhammad Tahir Azhary, dengan 

menggabungkan pendapat daro Oemar Seno Adji dan Padmo Wajono, 

merumuskan ciri-ciri negara hukum Pancasila yaitu terdapat hubungan 

yang erat antara agama dan negara, bertumpu pada ketuhanan yang maha 

esa, kebebasan beragama dalam arti positif, ateisme dan komunisme 

dilarang, asas kekeluargaan dan kerukunan (Syuhada, 2021). 

c. Pembagian Negara Hukum 

Dalam bukunya, Mahfud MD membagi negara hukum ke dalam tiga 

bagian yaitu: 

1) Negara hukum formil 

Kemunculan dari asas demokrasi di Eropa serta hak-hak politik 

rakyat dan hak asasi manusia secara individu merupakan tema dasar 

dalam pemikiran politik, oleh sebab itu muncul gagasan tentang cara 

membatasi kekuasaan pemerintah melalui pembuatan konstitusi baik 

yang tertulis maupun tidak tertulis dengan tujuan pembatasan 

pemerintah dan jaminan atas hak-hak rakyat. Gagasan ini di namakan 

konstitusionalisme dalam sistem ketatanegaraan. Salah satu yang 

menjadi ciri-cirinya adalah pemerintahan yang pasif, yaitu pemerintah 

hanya menjadi wasit atau pelaksana berbagai keinginan rakyat yang 

dirumuskan oleh wakil rakyat di parlemen. Peran negara lebih kecil 

daripada peran rakyat (Muhlashin, 2021). 

2) Negara hukum materil 

Konsep mengenai negara hukum formil mulai di gugat 

menjelang abad ke ke-20 yaitu pemerintah dilarang ikut campur dalam 

urusan warga negara baik dalam bidang sosial dan ekonomi, bergeser 

ke arah gagasan baru bahwa pemerintah harus bertanggung jawab 

mengenai kesejahteraan rakyatnya. Untuk itu pemerintah harus lebih 

aktif dalam melaksanakan upaya-upaya untuk membangun 
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kesejahteraan masyarakatnya yaitu dengan cara mengatur kehidupan 

ekonomi serta sosial masyarakatnya. Gagasan inilah yang disebut 

sebagai Walfare State atau negara hukum materil. Konsep dalam negara 

hukum materil materil adalah pemerintah diberikan Freis Ermessen atau 

Pouvoir Discretionnaire yaitu kemerdekaan yang dimiliki pemerintah 

untuk turut serta dalam kehidupan sosial dan keleluasaan untuk selalu 

terikat pada produk legislasi perlemen  (Muhlashin, 2021). 

3) Negara hukum Pancasila 

Paham negara hukum yang digunakan di Indonesia serta pernah 

populer adalah istilah recthsstaat. Untuk memberikan ciri 

keindonesiaannya dikenal dengan istilah negara hukum dengan 

menambahkan atribut Pancasila, sehingga disebut sebagai negara 

hukum Pancasila. Pancasila Sebagai cita hukum memiliki posisi untuk 

memayungi hukum dasar yang berlaku, Pancasila sebagai norma 

tertinggi yang menentukan keabsahan suatu norma hukum dalam sistem 

norma hukum Republik Indonesia (Muhlashin, 2021). 

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD Negara 

Republik Indonesia tahun 1945 negara Indonesia adalah negara hukum 

yang mana tujuan negara Indonesia tercantum dialinea ke empat 

pembukaan UUD 1945 yang berbunyi “memajukan kesejahteraan 

umum..”ada yang berpendapat bahwa Indonesia menganut paham 

kesejahteraan, seperti Azhari dan Hamid S. Attamimi, yang mengatakan 

bahwa negara yang ingin di bentuk pada waktu itu oleh bangsa 

Indonesia adalah “negara kesejahteraan”. Kalau di barat negara 

kesejahteraan baru dikenal Tahun 1960, maka bangsa Indonesia ini 

sudah merumuskan pada Tahun 1945 oleh Soepomo bapak konstitusi 

(Muhlashin, 2021). 
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2. Teori Perlindungan Hukum 

a. Definisi Perlindungan Hukum  

Definisi perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk 

pelayanan yang di  berikan oleh aparat penegak hukum atau aparat 

keamanan yang mana pelayanan tersebut bersifat wajib agar dapat 

memberikan rasa aman kepada masyarakat baik secara fisik maupun 

mental. Sedangkan definisi hukum menurut kamus besar bahasa Indonesia 

yaitu, Peraturan atau adat yang secara resmi yang bersifat mengikat, yang 

di keluarkan oleh penguasa atau pemerintah setempat, Undang-undang, 

aturan dan sejenisnya untuk mengatur tata cara hidup masyarakat, Landasan 

atau kaidah tentang suatu peristiwa alam tertentu, Keputusan atau 

pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim di pengadilan atau dapat berupa 

vonis (Martien, 2023). Sedangkan pengertian hukum menurut beberapa ahli 

yaitu, menurut Abdulkadir Muhammad, hukum adalah semua aturan baik 

tertulis maupun tidak tertulis, yang memiliki sanksi tegas terhadap 

masyarakat yang melanggarnya. Menurut Utrecht hukum merupakan 

peraturan yang berupa perintah dan larangan, yang mengatur atau mengurus 

tata tertib kehidupan masyarakat yang harus dipatuhi oleh masyarakat. 

Menurut Philip S.James, hukum merupakan tubuh bagi sebuah aturan 

supaya bisa menjadi petunjuk bagi perilaku manusia, yang mana aturan ini 

bersifat memaksa (yuhelson, 2017). 

Satjipto Raharjo mengartikan perlindungan hukum sebagai suatu 

bentuk pengayoman terhadap hak-hak asasi manusia agar masyarakat yang 

merasa dirugikan dapat menikmati kembali hak-hak mereka (Rizal, 2022). 

Sedangkan menurut jurnal yang ditulis oleh Martien pengertian 

perlindungan hukum adalah, perlindungan terhadap harkat dan martabat 

serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap orang 

yang berdasarkan pada ketentuan hukum dari kesewenang-wenangan, atau 
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dapat juga diartikan sebagai kumpulan kaidah-kaidah yang akan 

melindungi satu hal dari hal lainnya (Martien, 2023). Tujuan adanya 

perlindungan hukum ini adalah untuk memberikan perlindungan dan 

perhatian terhadap kepentingan setiap orang atau kepentingan korban yang 

dilanggar. Pemberian perlindungan hukum ini dapat dilakukan melalui 

proses peradilan (Agustini, 2021). 

Dari uraian di atas dapat di ambil kesimpulan dari pengertian 

perlindungan hukum yaitu suatu upaya atau tindakan yang dilakukan oleh 

pemerintah untuk melindungi harkat dan martabat masyarakatnya agar 

masyarakat dapat menikmati hak-haknya dengan bebas dan aman, yang 

dilakukan melalui suatu aturan yang bersifat mengikat untuk semua 

masyarakat. 

b. Jenis-jenis Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua jenis pertama, 

Perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. 

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang 

diberikan oleh pemerintah yang mana bertujuan untuk mencegah suatu 

pelanggaran terjadi, hal tersebut di muat dalam peraturan perundang-

undangan dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran dan 

memberikan peringatan atau batasan-batasan bagi seseorang untuk 

melakukan sesuatu. Menurut M Hadjon mengatakan bahwa di dalam 

perlindungan hukum preventif para subyek hukum memiliki kesempatan 

untuk mengajukan keberatan atau dapat berpendapat sebelum keputusan  

pemerintah berbentuk definitif atau sudah pasti. Hal ini bertujuan untuk 

mencegah terjadinya sengketa. Dengan adanya perlindungan hukum 

preventif pemerintah dapat terdorong untuk dapat bersikap hati-hati dalam 

membuat serta mengambil keputusan (Martien, 2023). 
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Kedua, Perlindungan hukum represif, Perlindungan hukum represif 

adalah perlindungan akhir yang diberikan pemerintah apabila suatu 

pelanggaran sudah terjadi. Perlindungan represif ini dapat berupa denda, 

kurungan penjara, serta hukuman tambahan lainnya. Menurut M Hadjon 

perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan masalah, dan 

penanganan perlindungan hukum represif dapat dilakukan melalui 

pengadilan. Adapun prinsip dalam perlindungan hukum terhadap tindakan 

pemerintah berdasar dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan 

perlindungan terhadap hak asasi manusia dan mendasari perlindungan 

hukum kepada tindakan pemerintah merupakan prinsip negara hukum 

(Martien, 2023). 

c. Perlindungan Hukum dalam Konteks Pekerja Migran 

Perlindungan hukum bagi PMI dapat meliputi perlindungan saat 

belum bekerja seperti pemberian sosialisasi dan informasi kepada calon 

pekerja migran, peningkatan kualitas calon pekerja migran yang dapat 

berupa pendidikan serta latihan kerja, jaminan sosial, fasilitas pemenuhan 

hak, dan lainnya. Selanjutnya perlindungan hukum selama bekerja yang 

dapat berupa adanya pemantauan serta evaluasi kerja terhadap pemberi 

kerja, memfasilitasi pemenuhan hak pekerja migran, memfasilitasi 

penyelesaian kasus ketenagakerjaan, pendampingan mediasi, advokasi, dan 

pemberian bantuan hukum lainnya. Selanjutnya perlindungan setelah 

bekerja yang mencakup fasilitas kepulangan hingga ke daerah asal, 

penyelesaian hak pekerja migran yang belum terpenuhi, rehabilitasi sosial, 

reintegrasi sosial, dan pemberdayaan pekerja migran serta keluarganya 

(Widodo & Belgradoputra, 2019).  

Perlindungan hukum dalam lingkup pekerja migran adalah upaya 

yang dilakukan oleh pemerintah dalam melindungi hak-hak pekerja migran 

yang bekerja diluar negeri. Perlindungan hukum tersebut sangat penting 
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bagi mereka, karena pekerja migran sangat rentan terhadap eksploitasi, 

diskriminasi, dan pelanggaran hak. 

d. Tantangan dalam Menerapkan Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum bagi PMI sudah menjadi isu yang mendesak, 

terutama mengingat tantangan yang mereka hadapi di luar negeri, termasuk 

eksploitasi, pelanggaran hak, dan kompleksitas yurisdiksi. Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2017 diberlakukan untuk mengatasi tantangan-tantangan 

ini dengan menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk 

melindungi PMI sepanjang perjalanan migrasi mereka. Namun, terlepas 

dari kemajuan hukum ini, masih terdapat kesenjangan yang signifikan 

dalam penegakan dan implementasi perlindungan ini, yang mengarah pada 

masalah eksploitasi dan pelecehan yang terus berlanjut (Tohawi, 2024). 

Adapun tanggung jawab Pemerintah yaitu meningkatkan upaya 

perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Selain itu, Pemerintah 

mempunyai kewajiban untuk menjamin hak-hak calon pekerja 

migran/pekerja migran baik yang berangkat melalui jalur pelaksana 

penempatan pekerja migran maupun jalur mandiri dapat terpenuhi, 

mengawasi pelaksanaan atau penyelenggaraan penempatan calon pekerja 

migran, membentuk dan mengambangkan sistem informasi penempatan 

calon pekerja migran di luar negeri, melakukan upaya diplomatik dalam 

memenuhi hak-hak dan perlindungan pekerja migran secara optimal di 

negara tujuan, dan memberikan perlindungan kepada PMI dari masa pra 

penempatan, masa penempatan, dan Purna penempatan (Anugrah Kurunia 

Situmorang & Affan, 2021). 

Tantangan dalam menerapkan perlindungan hukum bagi PMI yaitu, 

pertama kesenjangan administrasi dan penegakan hukum, Meskipun 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 telah ditetapkan untuk melindungi 

PMI, kesenjangan administratif dan penegakan hukum yang signifikan 
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menghambat efektivitasnya. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya 

koordinasi di antara berbagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab 

untuk mengawasi perlindungan pekerja migran. Undang-undang ini 

mensyaratkan adanya kolaborasi antara berbagai kementerian, termasuk 

Kementerian Tenaga Kerja dan pemerintah daerah; namun, inefisiensi 

birokrasi sering kali menyebabkan upaya-upaya yang terfragmentasi 

sehingga gagal memenuhi kebutuhan pekerja migran domestik migran 

secara komprehensif.  

Kedua kerangka kerja dan ketentuan hukum, UU Nomor 18 Tahun 

2017 menguraikan berbagai ketentuan yang bertujuan untuk melindungi 

PMI sebelum keberangkatan, selama bekerja, dan setelah bekerja sampai 

PMI kembali ke Indonesia. Undang-undang tersebut mengamanatkan 

bahwa calon pekerja migran harus memenuhi persyaratan khusus, seperti 

berusia minimal 18 Tahun, memiliki kompetensi yang relevan, menjalani 

pemeriksaan kesehatan, dan mendapatkan dokumentasi yang diperlukan 

seperti visa kerja dan kontrak kerja. Langkah-langkah ini dirancang oleh 

pemerintah untuk dapat memastikan bahwa para pekerja migran yang akan 

bekerja ke luar negeri dipersiapkan secara memadai untuk peran mereka di 

luar negeri dan hak-hak mereka dapat dilindungi selama proses migrasi 

(Tohawi, 2024). 

Di Brunei Darussalam, perlindungan hukum terhadap PMI di 

pengaruhi oleh kerangka hukum yang meliputi hukum Indonesia dan 

peraturan lokal di Brunei Darussalam. Perlindungan PMI di Brunei 

terutama diatur oleh perjanjian bilateral antara Indonesia dan Brunei, yang 

bertujuan untuk membangun landasan hukum bagi hak-hak PMI. Namun 

efektivitas perjanjian-perjanjian tersebut sering kali bergantung pada 

implementasi dan penegakan hukum di dalam sistem hukum Brunei 

(Tohawi,2024). 
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3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja 

Migran Indonesia 

a. Pengertian dan Kategori Pekerja Migran Indonesia 

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018 tentang 

perlindungan PMI pada Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud sebagai calon PMI 

adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari 

kerja yang akan bekerja  keluar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah 

kabupaten/kota yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan. Pasal 1 

ayat (2) yang di maksud sebagai PMI adalah setiap warga negara Indonesia 

yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah 

diluar wilayah republik Indonesia. Pasal 1 ayat (3) yang dimaksud sebagai 

keluarga PMI  adalah suami, istri, anak, atau orang tua termasuk hubungan 

karena putusan atau penetapan pengadilan, baik yang berada di Indonesia 

maupun di luar negeri. Adapun untuk kategori PMI di dalam Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2018 tentang perlindungan PMI adalah pekerja 

migran yang bekerja di sektor formal dan informal (Undang-Undang No 18 

Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, 2017). 

b. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018 tentang 

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di jelaskan bahwa perlindungan 

terhadap para PMI meliputi perlindungan yang diberikan sebelum bekerja 

seperti, perlindungan kelengkapan  dan keabsahan  dokumen penempatan, 

penempatan kondisi dan syarat kerja, pemberian sosialisasi dan informasi, 

peningkatan kualitas calon PMI melalui pendidikan, jaminan sosial, 

fasilitas pemenuhan hak calon PMI, penguatan peran pegawai fungsional 

pengantar kerja, pelayanan penempatan, pembinaan dan pengawasan 

(Undang-Undang No 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran 

Indonesia, 2017). 
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Perlindungan selama bekerja meliputi pendataan dan pendaftaran 

oleh atase ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk, 

pemantauan dan evaluasi kepada pemberi kerja, pekerjaan dan kondisi 

kerja, fasilitas pemenuhan hak PMI, fasilitas penyelesaian kasus 

ketenagakerjaan, pemberian layanan jasa kekonsuleran, pendampingan, 

mediasi, advokasi, serta pemberian bantuan hukum lainnya, pembinaan 

bagi PMI, dan fasilitas repatriasi. Perlindungan setelah bekerja meliputi 

fasilitasi kepulangan PMI sampai daerah asal, penyelesaian hak pekerja 

Indonesia yang belum terpenuhi, fasilitasi pengurusan PMI yang sakit atau 

meninggal dunia, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial, pemberdayaan 

PMI beserta keluarganya (Undang-Undang No 18 Tahun 2017 Tentang 

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, 2017). 

c. Tujuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Perlindungan 

Pekerja Migran Indonesia 

Tujuan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2018 tentang 

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah untuk  menjamin akan 

pemenuhan serta penegakan Hak Asasi Manusia sebagai warga negara dan 

PMI yang telah berjasa sebagai penyumbang devisa negara, menjamin 

perlindungan hukum, ekonomi, serta sosial para pekerja migran Indonesia 

beserta keluarganya. Maka Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018 tentang 

perlindungan PMI memiliki semangat yang kuat untuk menggeser aturan-

aturan lama yang lebih mendahulukan  aspek bisnis dari pada aspek 

perlindungan terhadap para pekerja migran. Selain hal tersebut di dalam 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018 tentang perlindungan PMI, subjek 

perlindungan hukum bukan hanya terbatas pada PMI saja, namun juga 

sudah mencakup hak serta perlindungan untuk keluarga PMI. Dengan 

adanya undang-undang perlindungan PMI diharapkan para PMI dapat 

bekerja dengan tenang dan aman (Erou, 2020). 
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4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 

a. Latar Belakang Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 

Alasan pembentukan peraturan pemerintah pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 dikarenakan terdapat beberapa ancaman serta 

risiko ketidakpastian, sehingga diperlukan tindakan untuk menerbitkan 

peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk dapat memberikan 

kepastian hukum terhadap para investor di dalam maupun di luar negeri, 

untuk dapat mempertahankan serta memperbaiki kondisi perekonomian 

Indonesia. Alasan tersebut di ungkapkan secara langsung oleh bapak Joko 

Widodo (Hariadi, 2023). 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan perpu 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dalam 

klaster ketenagakerjaan, pada sisi lain latar belakang diterbitkannya 

Undang-Undang ini adalah untuk dapat mewujudkan masyarakat yang 

sejahtera, adil serta makmur dalam upaya pemenuhan haj warga negara atas 

pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan harapan 

agar dapat menyerap tenaga kerja Indonesia sebanyak mungkin di tengah 

tuntutan globalisasi ekonomi dan persaingan yang semakin kompetitif 

(Zainuddin, 2023). 

Merujuk pada konsep mengenai peraturan pemerintah pengganti 

Undang-Undang terdapat dua kondisi di dalam pembentukannya yaitu di 

dalam hukum tata negara normal dan di dalam hukum tata negara darurat. 

Dalam kedua kondisi tersebut kewenangan dalam pembentukan  peraturan 

pemerintah pengganti undang-undang ini berada pada presiden yang 

merupakan suatu kewenangan luar biasa sesuai dengan pendapat Prof. 

Bagir Manan (Hariadi, 2023). 
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Mahkamah konstitusi melalui putusannya memberikan kriteria 

situasi dan kondisi dikeluarkannya peraturan pemerintah pengganti undang-

undang yaitu adanya keadaan yaitu kebutuhan yang mendesak untuk 

menyelesaikan masalah hukum secara tepat berdasarkan undang-undang, 

undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi 

kekosongan hukum atau ada undang-undang tetapi tidak memadai, 

kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat 

undang-undang secara prosedur biasa karena akan memakan waktu yang 

sangat lama sedangkan keadaan mendesak tersebut perlu kepastian hukum 

untuk diselesaikan. Dengan menimbang ketiga kriteria serta kondisi 

tersebut Mahkamah Konstitusi menjelaskan hal ihwal kegentingan yang 

memaksa dengan latar belakang dari pembentukan peraturan pemerintah 

pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja 

(Hariadi, 2023). 

b. Tujuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta 

Kerja Menjadi Undang-Undang atau yang disebut sebagai undang-undang 

Cipta Kerja terbaru diharapkan dapat memberikan perubahan besar dalam 

sistem perekonomian yang ada di Indonesia khususnya dalam hal menarik 

minat investor yang akan membuka usaha di Indonesia. Dengan banyaknya 

investor yang datang di Indonesia diharapkan dapat terbukanya lapangan 

pekerjaan yang banyak sehingga dapat mengurangi angka pencari kerja 

yang ada di Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 diharapkan 

juga dapat memberikan perlindungan hukum serta kepastian hukum kepada 

para investor yang hendak membuka usaha di Indonesia. Hukum diciptakan 

di masyarakat memiliki tujuan untuk memberikan integrasi dan koordinasi 

terhadap kepentingan masyarakat yang memiliki potensi untuk 
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bertentangan satu dengan yang lain. Menurut Sadjito Rahardjo, 

perlindungan adalah suatu tindakan untuk memberikan suatu pengayoman 

terhadap seseorang yang mengalami pelanggaran Hak Asasi Manusia atau 

suatu peristiwa yang merugikan atau suatu permasalahan yang diakibatkan 

oleh suatu perbuatan kesengajaan orang lain maupun kelalaian orang lain 

sehingga menyebabkan individu tersebut dapat merasakan suatu 

perlindungan dan suatu jaminan yang diberikan oleh hukum tersebut 

(Sholehah & Nadira, 2023). 

Tujuan hukum adalah untuk menjamin adanya keadilan terhadap 

seluruh manusia, namun tujuan hukum bukan hanya sekedar itu saja 

melainkan juga untuk mewujudkan terciptanya kemanfaatan hukum serta 

kepastian hukum atau sering disebut sebagai cita-cita hukum, karena 

kepastian hukum berkaitan dengan efektivitas sebuah hukum. Adanya 

kepastian hukum apabila peraturan hukum berlaku dengan efektif dan 

negara memberikan sarana agar peraturan tersebut memberikan dampak 

positif bagi masyarakat. Kepastian hukum wujudnya lebih identik pada 

aturan tertulis seperti peraturan perundang-undangan, dan kepastian hukum 

dapat diwujudkan dengan hukum kebiasaan yang sudah diterima. Pada 

proses peradilan hakim dalam memberikan putusan tidak boleh 

menghilangkan asas keadilan dan kemanfaatan. Karena dalam praktiknya 

dalam putusan hakim, jika mementingkan kepastian hukum akan 

meninggalkan asas keadilan dan sebaliknya jika mementingkan keadilan 

akan meninggalkan kepastian hukum. Kepastian hukum memiliki sifat yang 

universal sedangkan keadilan bersifat individu, jika kedua asas ini 

digabungkan maka terwujudnya kemanfaatan hukum (Zahro, 2023). 
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5. Teori Cita-Cita Hukum  

a. Pengertian Cita-Cita Hukum 

Teori cita hukum adalah sebuah teori yang dikemukakan oleh 

Gustav Radbruch, beliau adalah seorang ahli filsafat hukum, cita hukum 

sendiri dapat dimaknai sebagai keharusan untuk mengarahkan hukum pada 

cita-cita yang di inginkan oleh masyarakat, tanpa adanya cita-cita hukum 

maka produk hukum yang di keluarkan akan kehilangan maknanya. Maka 

setiap proses pembentukan, penegakan serta perubahan yang akan 

dilakukan terhadap hukum tidak boleh bertentangan dengan cita-cita hukum 

(Noya & Walakutty, 2022). 

Cita-cita hukum bersumber dari alam nilai, Cita hukum dibentuk 

dari pemikiran dan sanubari manusia sebagai suatu produk yang menyatu 

antara pandangan hidup, keyakinan, keagamaan, serta kenyataan yang di 

buat pada proses pengakidahan perilaku masyarakat yang dapat 

mewujudkan kemanfaatan, kepastian hukum dan keadilan. Dalam dinamika 

kehidupan bermasyarakat, cita-cita hukum dapat mempengaruhi sekaligus 

berfungsi sebagai asas umum yang menjadi pedoman, norma kritik, serta 

faktor yang menjadi motivasi dalam membentuk, menemukan, menerapkan 

serta perilaku hukum. Dengan adanya rumusan cita-cita hukum dapat 

mempermudah penjelasannya ke dalam berbagai bentuk aturan 

kewenangan serta aturan perilaku masyarakat, dan memudahkan dalam 

menjaga konsistensi dalam penyelenggaraan hukum. Cita-cita hukum 

berfungsi sebagai petunjuk agar apa yang di cita-citakan atau apa yang di 

inginkan oleh masyarakat dapat tercapai (Noya & Walakutty, 2022). 

Cita-cita hukum sebagai representasi nilai-nilai dalam kehidupan 

bermasyarakat, bertujuan untuk menciptakan kelestarian atas nilai-nilai 

yang dimaksud. Namun realita kehidupan bermasyarakat tidak lepat dari hal 

yang berkaitan dengan hak dan kewajiban, keinginan atau cita-cita, konflik 
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atau perselisihan, dan pengaruh globalisasi. Adanya negara merupakan 

suatu solusi terhadap permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan 

bermasyarakat serta sebagai sandaran agar cita-cita masyarakat dapat 

tercapai. Hukum merupakan alat atau instrumen negara untuk menjadi jalan 

agar menuju cita-cita yang diinginkan oleh masyarakat. Hukum sebagai 

produk yang dibuat oleh negara merupakan abstraksi dari kepastian hukum, 

kemanfaatan, dan keadilan, ketiga konsep tersebut haru sesuai dengan nilai-

nilai yang ada di dalam kehidupan masyarakat yang telah dirumuskan 

sebagai cita-cita hukum, bukan hanya sebuah konsep yang berdasarkan 

pada sudut pandang penguasa negara (Gusman, 2024).  

Cita-cita hukum juga memiliki prinsip yaitu berlaku sebagai norma 

dalam keadilan dan ke tidakadilan dalam hukum. Maka dengan begitu cita-

cita hukum secara bersamaan memberikan manfaat ganda yaitu, dengan 

adanya cita hukum maka hukum positif yang berlaku dapat di uji dan pada 

cita-cita hukum dapat dipandu menuju hukum yang bersifat adil. Dari 

uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sebagai suatu tolak ukur yang berisi 

nilai-nilai maka, cita-cita hukum tunduk pada falsafah yang menjadi 

dasarnya, dengan begitu setiap cita-cita hukum mempunyai nilai-nilai yang 

berbeda (Noya & Walakutty, 2022). 

b. Prinsip Cita-Cita  Hukum 

Cita-cita hukum mengandung arti yaitu, pada dasarnya hukum 

sebagai aturan tingkah laku masyarakat yang bersumber dari gagasan, rasa, 

karsa, cipta serta pemikiran dari masyarakat sendiri, cita-cita hukum akan 

berfungsi sebagai asas umum yang akan berpedoman pada norma kritik, 

dan faktor yang dapat memotivasi dalam menyelenggarakan hukum, serta 

perilaku hukum, oleh sebab itu cita hukum berkenaan dengan hukum atau 

pendapat mengenai pengertian hukum. Pada dasarnya prinsip cita-cita 
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hukum terdiri dari beberapa aspek yaitu, kepastian hukum, kemanfaatan 

hukum, dan keadilan (Absori, 2016). 

1) Kepastian Hukum 

Menurut Utrecht, definisi kepastian hukum memiliki dua arti 

pertama, adanya aturan yang bersifat umum yang dapat membuat 

seseorang dapat mengetahui apa saja hal yang boleh dan tidak boleh 

untuk dilakukan, kedua, dapat berupa keamanan hukum terhadap 

seseorang dari tindakan sewenang-wenang pemerintah, sebab sudah ada 

aturan yang bersifat umum maka seseorang dapat mengetahui apa saja 

yang boleh dilakukan atau di bebankan oleh negara terhadap seseorang 

atau individu (Yanto, 2020). 

Menurut pandangan Gustav Radbruch kepastian hukum tidak 

selalu harus menjadi prioritas pemenuhan dalam setiap sistem hukum 

positif, seakan-akan menjadikan kepastian hukum itu lebih diutamakan 

baru setelah itu keadilan dan kemanfaatan, Gustav meralat teorinya 

bahwa cita-cita hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan 

keadilan, semua itu setara. Penegakan hukum adalah proses 

menegakkan  norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan 

yang sangat nyata sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat, 

berbangsa, dan bernegara. Ketika hukum menjadi sebuah perintah maka 

ketaatan terhadap hukum akan muncul dengan sendirinya (Yanto, 

2020). 

Keberadaan kepastian hukum terjadi dalam keadaan dimana 

suatu hukum tersebut telah pasti akan tercapai karena adanya kekuatan 

yang konkret terhadap hukum yang bersangkutan, keberadaan ini 

merupakan suatu bentuk perlindungan bagi masyarakat yang mencari 

keadilan terhadap tindakan yang sewenang-wenang, hal ini berarti 

bahwa masyarakat akan memperoleh sesuatu yang mereka harapkan 

dalam keadaan dan situasi tertentu. Tanpa adanya kepastian hukum 
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seseorang atau masyarakat tidak akan mengetahui apa yang harus 

mereka lakukan ketika terjadi ketidakadilan sehingga hal tersebut 

menimbulkan ketidakpastian yang berujung pada kekerasan akibat dari 

tidak tegasnya sistem hukum. Dengan demikian kepastian hukum 

merujuk pada pemberlakuan sistem hukum yang jelas, tetap dan 

konsisten, yang mana pelaksanaannya tidak akan bisa dipengaruhi oleh 

keadaan yang bersifat subjektif (Julyano & Sulistyawan, 2019) 

2) Kemanfaatan hukum 

Kemanfaatan merupakan hal yang  penting di dalam sebuah cita-

cita hukum, mengenai pembahasan cita hukum terlebih dahulu harus 

diketahui apakah yang diartikan dengan cita hukum, dan yang memiliki 

cita hukum hanya manusia, namun hukum bukanlah tujuan manusia, 

hukum hanya salah satu alat yang dipakai untuk mencapai tujuan dalam 

hidup bermasyarakat dan bernegara. Definisi manfaat dalam kamus 

besar bahasa Indonesia dapat di artikan sebagai guna atau faedah. 

Kemanfaatan hukum menurut teori utilistis ingin menjamin 

kebahagiaan bagi manusia dalam jumlah yang banyak (Ridwansyah, 

2016). Kemanfaatan hukum merupakan asas yang menyertai asas 

kepastian hukum, dan keadilan. Dalam melaksanakan asas kepastian 

hukum, dan keadilan, seharusnya perlu dipertimbangkan asas 

kemanfaatan (Palsari, 2021). 

Adapun penganut teori kemanfaatan yang dipelopori oleh 

Jeremy Bentham, ia mengatakan bahwa hukum memiliki tujuan yaitu 

untuk menjamin kebahagiaan yang besar bagi masyarakat dengan 

jumlah yang sebanyak-banyaknya, pada hakikatnya yang menjadi inti 

dari tujuan asas kemanfaatan hukum adalah untuk menghasilkan 

kesenangan serta kebahagiaan terbesar bagi sejumlah orang banyak. 

Kemanfaatan hukum ini perlu mendapatkan atensi , sebab hal ini 

penting karena semua orang berharap pada kemanfaatan dalam 
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penegakan hukum, jangan sampai penegakan hukum justru 

menimbulkan keresahan bagi masyarakat (Afdhali & Syahuri, 2023)  

3) Keadilan 

Keadilan berasal dari kata adil, menurut kamus besar bahasa 

Indonesia adil merupakan tindakan yang tidak sewenang-wenang, tidak 

memihak pada satu kelompok atau individu, tidak berat sebelah. Kata 

adil mengandung makna bahwa suatu keputusan yang diambil 

berdasarkan kepada norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya 

merupakan konsep yang relatif, setiap orang berbeda, adil menurut satu 

orang belum tentu adil bagi orang lain, saat seseorang mengatakan 

bahwa dia melakukan sesuatu yang adil, hal ini harus sesuai dengan 

ketertiban umum yaitu suatu keadilan tersebut harus diakui (Nur, 2023). 

Menurut Aristoteles keadilan merupakan suatu kebijakan yang 

berkaitan erat dengan hubungan antara manusia, kata adil mengandung 

makna bahwa sesuatu hal tersebut sebanding dan semestinya, seseorang 

dapat dikatakan berlaku adil apabila orang tersebut mengambil lebih 

dari bagian yang seharusnya. Keadilan di dalam cita-cita hukum 

merupakan pergulatan kemanusiaan yang berevolusi mengikuti ritme 

zaman dan ruang, dari zaman dahulu hingga saat sekarang ini hal 

tersebut akan selalu ada dan tidak akan berhenti (arun, 2021). 

Keadilan menjadi salah satu landasan moral bagi hukum dan 

sekaligus menjadi tolak ukur pada sistem hukum positif. Sistem hukum 

bersumber dari keadilan, tanpa adanya keadilan maka sebuah aturan 

tidak pantas menjadi hukum, jika di dalam penegakan hukum lebih 

cenderung kepada nilai kepastian hukum daripada sudut peraturannya, 

maka sebagai nilai ia sudah menggeser nilai keadilan dan kemanfaatan, 

sebab di dalam kepastian hukum hal yang paling penting adalah 

peraturan itu sendiri sesuai dengan apa yang telah dirumuskan, begitu 

pun disaat nilai kemanfaatan lebih diutamakan, maka nilai kemanfaatan 
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akan menggeser nilai kepastian hukum dan keadilan, oleh sebab itu 

maka di dalam penegakan hukum nilai kepastian hukum, kemanfaatan, 

dan keadilan harus seimbang (Nasir, 2023). 

Aristoteles membedakan keadilan menjadi dua jenis yaitu, 

keadilan distributif, dan keadilan korektif. Keadilan distributif lebih 

berfokus kepada distribusi, honor, kekayaan, serta barang-barang 

lainnya yang bisa didapatkan dalam masyarakat. Distribusi yang adil 

boleh jadi adalah distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikan, yaitu 

nilai bagi masyarakat, intinya setiap orang mendapatkan bagian yang 

proporsional sesuai dengan apa yang pantas mereka terima. Sedangkan 

keadilan korektif berfokus kepada pembenaran terhadap sesuatu yang 

salah, apabila suatu aturan dilanggar, maka keadilan korektif akan 

memberikan kompensasi terhadap pihak yang merasa dirugikan, apabila 

suatu kejahatan dilakukan maka hukuman harus diberikan terhadap 

pelaku kejahata, baik melalui pemberian ganti rugi kepada korban atau 

pemberian sanksi kepada pelaku. Keadilan korektif bertugas untuk 

membangun keadilan dan kesetaraan serta bertujuan untuk memulihkan 

keseimbangan yang hilang akibat tindakan yang tidak adil (Samsuri, 

2018). 

Sedangkan Charles E.Merriam meletakan keadilan sebagai 

salah satu prinsip dalam tujuan suatu negara, yang mana keamanan 

ekstern, ketertiban intern, keadilan, kesejahteraan umum, dan 

kebebasan merupakan tugas dari penyelenggara negara untuk dapat 

menciptakan keadilan pada suatu negara. Adapun tujuan negara 

Indonesia adalah untuk memenuhi keadilan bagi seluruh rakyat 

Indonesia, hal tersebut dapat diketahui dari pembukaan UUD 1945 

(Januri & Lita, 2023). 
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B. Penelitian Relevan 

Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu, 

penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian 

yang akan penulis lakukan yaitu: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Indrianto Prasetio dalam skripsi Program Studi 

Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Tahun 2022 yang 

berjudul Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 

Asal Kabupaten Indramayu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2017, titik permasalahannya adalah bagaimana pelaksanaan perlindungan 

hukum terhadap PMI asal kabupaten Indramayu berdasarkan undang-undang 

Nomor 18 Tahun 2017, dan bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2017 ini di Kabupaten Indramayu serta bagaimana peran pemerintah 

daerah Kabupaten Indramayu dalam menangani permasalahan perlindungan 

PMI. Untuk memudahkan pengerjaan penelitian ini maka di perlukan suatu 

metode penelitian, teknik pengumpulan data dan metode pendekatan yang 

relevan. Dalam hal ini metode yang di gunakan yaitu pendekatan kualitatif 

dengan jenis penelitian yuridis sosiologis. Adapun persamaan antara 

penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti yaitu sama-sama 

membahas mengenai perlindungan terhadap PMI yang mengacu kepada 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran 

Indonesia. Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang 

penulis teliti yaitu terletak pada fokus kajiannya, yang mana penelitian yang 

penulis lakukan lebih berfokus pada bentuk perlindungan hukum yang di 

berikan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Jo Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023, dan pemenuhan prinsip cita-cita hukum dalam Undang-

Undang  Nomor 18 Tahun 2017 Jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. 
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2. Penelitian yang dilakukan oleh Andre Pratama Subiyanto dalam skripsi 

Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Tahun 2024 yang berjudul 

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Dalam Hukum 

Internasional, adapun titik permasalahan dalam penelitian ini adalah 

bagaimana ketentuan hukum bagi PMI dalam hukum Internasional, dan 

bagaimana perlindungan hukum terhadap PMI dalam hukum Internasional. 

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis 

normatif. Adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang 

penulis teliti yaitu sama-sama membahas mengenai perlindungan terhadap 

PMI. Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis 

teliti yaitu terletak pada fokus kajiannya, yang mana penelitian yang penulis 

lakukan lebih berfokus pada bentuk perlindungan hukum yang di berikan oleh 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2023, dan pemenuhan prinsip cita-cita hukum dalam Undang-Undang  Nomor 

18 Tahun 2017 Jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Elviandri, dkk. dalam jurnal pembangunan 

hukum Indonesia, fakultas hukum, Universitas Diponegoro, Tahun 2022, 

berjudul Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Masa Adaptasi Kebiasaan 

Baru Di Provinsi Jawa Tengah. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk 

mengetahui peran BP2MI terhadap perlindungan PMI pada masa adaptasi 

kebiasaan baru (new normal) di provinsi Jawa Tengah, dan apa saja hambatan 

serta solusi bagi BP2MI dalam perlindungan PMI di masa adaptasi kebiasaan 

baru (new normal) di provinsi Jawa Tengah. Adapun Jenis penelitian ini yaitu 

penelitian Yuridis Empiris, yaitu penelitian yang di lakukan dengan cara 

langsung ke lapangan. Adapun persamaan antara penelitian ini dengan 

penelitian yang akan penulis teliti yaitu sama-sama membahas mengenai 

perlindungan terhadap PMI. Perbedaan utama antara penelitian ini dengan 

penelitian yang penulis teliti yaitu terletak pada fokus kajiannya, yang mana 

penelitian yang penulis lakukan lebih berfokus pada bentuk perlindungan 



34 

 

34 

 

hukum yang di berikan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Jo 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dan pemenuhan prinsip cita-cita 

hukum dalam Undang-Undang  Nomor 18 Tahun 2017 Jo Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023. 

4. Penelitian yang dilakukan  oleh Puput dalam skripsi Program Studi Hukum 

Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, Tahun 2020 yang 

berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Perempuan 

Indonesia Studi Pada Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 dan Hukum 

Islam, yang menjadi fokus pada penelitian ini yaitu bagaimana perlindungan 

pekerja migran perempuan Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2017 tentang perlindungan PMI, dan bagaimana perlindungan terhadap 

pekerja migran perempuan dalam tinjauan hukum Islam. Dalam penelitian ini 

metode yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Dalam penelitian 

ini di simpulkan bahwa bentuk perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 

18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI dilakukan dengan tiga tahap yaitu 

sebelum PMI bekerja di luar negeri, selama bekerja, dan setelah bekerja, serta 

di dalam hukum Islam pekerja perempuan di perbolehkan tetapi harus disertai 

dengan mahramnya atau lembaga perempuan, adapun di dalam melakukan 

perlindungan terhadap pekerja migran perempuan pemerintah sering 

mengalami kendala, salah satunya yaitu dalam perekrutan calon pekerja 

migran perempuan Indonesia yang di lakukan tanpa melalui prosedur yang 

ada dan berdampak pada pekerja migran tersebut menjadi pekerja migran 

ilegal. Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis 

teliti yaitu terletak pada fokus kajiannya, yang mana penelitian yang penulis 

lakukan lebih berfokus pada bentuk perlindungan hukum yang di berikan oleh 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2023, dan pemenuhan prinsip cita-cita hukum dalam Undang-Undang  Nomor 

18 Tahun 2017 Jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. 
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5. Penelitian yang dilakukan oleh Halima Br Sitanggang pada Skripsi Fakultas 

Hukum, Universitas Medan Area, Tahun 2020 yang berjudul Kajian Hukum 

Terhadap Eksploitasi Pekerja Migran Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 

18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Studi 

Putusan Nomor:1047/Pid.B/2018/PN.Mdn). adapun yang menjadi pokok 

pembahasan dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum bagi pelaku 

eksploitasi PMI. Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian yuridis 

normatif yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen, adapun sifat 

penelitian ini adalah deskriptif analisis dari studi putusan 

Nomor:1047/PDB/2018/PN.Mdn. dalam penelitian ini akibat hukum yang 

ditimbulkan dalam kasus tersebut telah jelas di atur di dalam Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2017 bahwa orang yang melakukan penempatan PMI 

sebagaimana di maksudkan dalam Pasal 69 dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 10 Tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000 (lima 

belas milyar rupiah). Sedangkan di dalam penelitian yang akan penulis teliti 

berfokus pada bentuk bentuk perlindungan hukum yang di berikan oleh 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2023, dan pemenuhan prinsip cita-cita hukum dalam Undang-Undang  Nomor 

18 Tahun 2017 Jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. 

6. Penelitian yang dilakukan oleh Elias Yulio, dkk. pada Jurnal Pendidikan 

Kewarganegaraan Undiksha, volume 10, nomor 1, Fakultas Hukum, 

Universitas sebelas Maret, Tahun 2022 yang Berjudul Perlindungan Hukum 

terhadap pekerja Migran Indonesia. Dalam penelitian ini digunakan metode 

penelitian yuridis normatif, yaitu melalui studi pustaka yang menelaah data 

sekunder berupa aturan perundang-undangan serta hasil penelitian lainnya. 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

perlindungan yang di berikan oleh balai pelayanan penempatan dan 

perlindungan tenaga kerja Indonesia (BP3TKI) terhadap PMI melalui 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan PMI. Dengan 
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menggunakan metode penelitian normatif dapat disimpulkan bahwa 

perlindungan yang diberikan oleh BP3TKI terhadap PMI sudah lengkap yang 

mana perlindungan sudah diberikan ketika calon pekerja migran baru 

mendaftar hingga pekerja migran kembali lagi ke Indonesia. Namun pada 

realitanya masih banyak terjadi kasus pelanggaran HAM yang diterima oleh 

PMI, dan pemerintah terus berupaya untuk memberikan perlindungan 

terhadap PMI agar nantinya para pekerja migran tidak mengalami 

permasalahan untuk kedepannya. Sedangkan dalam penelitian yang penulis 

lakukan lebih berfokus pada bentuk perlindungan hukum yang di berikan oleh 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2023, dan pemenuhan prinsip cita-cita hukum dalam Undang-Undang  Nomor 

18 Tahun 2017 Jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. 

7. Penelitian yang dilakukan oleh Dede Wahyudi dalam skripsi Program Studi 

Ilmu Hukum, Universitas Islam Riau Pekanbaru, Tahun 2019 yang berjudul 

Perlindungan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Menurut Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran. (Studi 

Pada Balai Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 

Kota Pekanbaru). Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah 

untuk mengetahui secara jelas bentuk perlindungan hukum terhadap PMI 

melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI, 

dan untuk mengetahui hambatan apa saja yang di hadapi BP3TKI Pekanbaru 

untuk melindungi PMI ke luar negeri. Jenis penelitian ini adalah observational 

research  yaitu penelitian dilakukan dengan cara langsung turun ke lapangan 

untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan terkait dengan penelitian yang 

akan dilakukan. Dengan menggunakan metode penelitian ini dapat diperoleh 

data berupa perlindungan hukum atas hak-hak PMI dalam bekerja belum 

berjalan baik, kendala pelaksanaan perlindungan hukum terhadap PMI adalah 

adanya kesalahan dari PMI sendiri yaitu karena tidak melaporkan 

permasalahannya pada pemerintah Indonesia di tempat PMI bekerja, dan juga 
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pendidikan yang dimiliki oleh PMI masih rendah. Perbedaan utama antara 

penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti yaitu terletak pada fokus 

kajiannya, yang mana penelitian yang penulis lakukan lebih berfokus pada 

bentuk perlindungan hukum yang di berikan oleh Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2017 Jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dan pemenuhan 

prinsip cita-cita hukum dalam Undang-Undang  Nomor 18 Tahun 2017 Jo 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. 

8. Penelitian yang dilakukan oleh Angga Putra Mahardika dalam skripsi 

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang, Tahun 2024 yang 

berjudul Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Ilegal Di Luar 

Negeri Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah pengaturan tentang 

perlindungan hukum PMI ilegal di luar negeri yang menjadi korban tindak 

pidana perdagangan orang sudah komprehensif, dan apa bentuk, mekanisme 

dan prosedur perlindungan hukum terhadap PMI ilegal di luar negeri yang 

menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di BP3TKI Jawa Tengah 

sudah komprehensif. Dalam penelitian ini di gunakan metode pendekatan 

kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris, yang mana prosedur yang 

digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data 

sekunder terlebih dahulu dan di lanjutkan dengan mengadakan penelitian 

terhadap lapangan. Dengan menggunakan metode ini maka didapatkan 

kesimpulan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana 

perdagangan orang oleh BP3TKI Jawa Tengah yang paling utama adalah 

pemulangan terhadap korban, hal ini sudah komprehensif sesuai dengan Pasal 

6 ayat (4) peraturan kepala badan nasional penempatan dan pelindungan 

tenaga kerja Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja 

unit pelaksanaan teknis pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja 

Indonesia. BP3TKI juga melakukan penegakan hukum terhadap pelaku yang 

diduga melakukan tindak pidana perdagangan orang. Dalam hal ini BP3TKI 
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Jawa tengah bekerja sama dengan BNP2TKI serta perwakilan negara 

Indonesia yang ada di negara penempatan. Perbedaan utama antara penelitian 

ini dengan penelitian yang penulis teliti yaitu terletak pada fokus kajiannya, 

yang mana penelitian yang penulis lakukan lebih berfokus pada bentuk 

perlindungan hukum yang di berikan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2017 Jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dan pemenuhan prinsip cita-

cita hukum dalam Undang-Undang  Nomor 18 Tahun 2017 Jo Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023. 

9. Penelitian yang dilakukan oleh Nova Andriani dalam skripsi program studi 

Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 

Tahun 2019 yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja 

Migran Di Tinjau Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang 

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Adapun yang menjadi permasalahan 

dalam penelitian ini yaitu, bagaimana perlindungan PMI berdasarkan 

Undang-undang No 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI, dan bagaimana 

upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi PMI. Jenis 

penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan serta dalam penelitian ini 

digunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. 

Adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan   penulis 

teliti yaitu sama-sama membahas mengenai perlindungan terhadap PMI yang 

mengacu kepada Undang-undang No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan 

Pekerja Migran Indonesia. Perbedaan utama antara penelitian ini dengan 

penelitian yang penulis teliti yaitu terletak pada fokus kajiannya, yang mana 

penelitian yang penulis lakukan lebih berfokus pada bentuk perlindungan 

hukum yang di berikan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Jo 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dan pemenuhan prinsip cita-cita 

hukum dalam Undang-Undang  Nomor 18 Tahun 2017 Jo Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023. 
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10. Penelitian yang dilakukan oleh Ana Maria Gadi Djou, pada Jurnal Pendidikan 

Ekonomi Volume 6, Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Flores, Tahun 

2021 yang Berjudul Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia Yang 

Bekerja Di Luar Negeri Ditinjau Dari Undang-Undang No 18 Tahun 2017 

Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. penelitian ini digunakan 

metode penelitian yuridis normatif. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah 

untuk mengetahui bagaimana perlindungan PMI oleh Undang-undang No 18 

Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI, dan mengetahui bagaimana jaminan 

sosial terhadap PMI menurut Undang-undang No 18 Tahun 2017 tentang 

Perlindungan PMI. Dengan menggunakan metode penelitian normatif dapat 

disimpulkan bahwa perlindungan PMI dapat terlaksana dengan baik jika pihak 

terkait sungguh-sungguh melaksankananya dan kegagalan dapat muncul jika 

para aktor didalamnya justru menciptakan masalah. Semua nya tergantung 

pada faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap perlindungan 

PMI. Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis 

teliti yaitu terletak pada fokus kajiannya, yang mana penelitian yang penulis 

lakukan lebih berfokus pada bentuk perlindungan hukum yang di berikan oleh 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2023, dan pemenuhan prinsip cita-cita hukum dalam Undang-Undang  Nomor 

18 Tahun 2017 Jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum 

normatif atau library research, dengan menggali tentang bentuk perlindungan  

hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 jo Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 serta pemenuhan prinsip cita-cita hukum dalam 

kedua Undang-Undang tersebut, dengan data-data yang diperoleh dari buku, 

jurnal, dan berita. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan 

dan regulasi terkait dengan permasalahan yang dibahas. 

Tipologi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah tipologi 

penelitian kualitatif, di mana data yang di peroleh disajikan dalam bentuk 

deskriptif. 

B. Latar dan Waktu Penelitian 

Adapun waktu penelitian penulis berlangsung terhitung dari Bulan 

Oktober-Agustus, dan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:  

Tabel 3.1 

Waktu Penelitian 

 

No Kegiatan Bulan penelitian 

Okt 

2024 

Nov 

2024 

Des 

2024 

Jan 

2025 

Maret 

2025 

Agust 

2025 

1. 
Pembuatan 

proposal ✓       

2. 
Keluar surat 

tugas 

pembimbing 

 ✓      

3. 
Proses 

bimbingan 

praseminar 

 ✓      

4. 
Seminar 

proposal   ✓     
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5. 
Revisi pasca 

seminar 

proposal 

  ✓     

6. 
 

Penelitian    ✓    

7. 
Mengolah data 

dan bimbingan 

draf skripsi  

    ✓   

 8. 
 

Munaqasah       ✓  

 

C. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan peneliti dalam 

mengumpulkan data penelitian. Dalam menyiapkan bahan-bahan penelitian untuk 

memperoleh data dan menyusun data serta untuk mengelola data, dalam penelitian 

ini instrumen yang digunakan yaitu penulis sendiri, laptop, handphone, pena, buku, 

dan jurnal yang berhubungan dengan topik pembahasan yang akan penulis teliti.  

D. Sumber Data 

Karena penelitian ini penelitian hukum normatif, maka sumber data yang  

penulis gunakan adalah sumber data sekunder berupa, buku-buku, jurnal, website, 

naskah akademik dan risalah pembahasan undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 

tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023. Dalam sumber data sekunder ini penulis menggunakan bahan 

hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum 

tersier: 
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1. Bahan hukum primer 

a. UU Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran 

Indonesia. 

b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang 

Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. 

2. Bahan hukum sekunder 

Adapun bahan hukum sekunder yaitu berupa pendapat para ahli yang 

ada di dalam buku, artikel, dan jurnal serta bahan literatur lainnya yang 

berkaitan dengan permasalahan hukum yang penulis teliti. 

3. Bahan hukum tersier 

Adapun bahan hukum tersier yang penulis gunakan untuk penelitian 

ini adalah KBBI, kamus hukum atau ensiklopedia hukum.  

E. Teknik Pengumpulan Data 

Sesuai dengan sumber data yang di peroleh maka teknik pengumpulan 

data yang penulis lakukan adalah dengan cara menelusuri bahan di perpustakaan 

berupa naskah akademik dan risalah pembahasan undang-undang, artikel, 

undang-undang yang berkaitan dengan fokus kajian dan literatur lainnya. Setelah 

bahan didapatkan penulis akan membaca dan menelaah bahan tersebut yang 

berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.  

F. Teknik Analisis Data 

Penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang 

mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-

undangan. Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis kualitatif yaitu 

berupa interpretasi mendalam mengenai bahan-bahan hukum sebagaimana 

seharusnya penelitian hukum normatif. Yang mana diawali dengan mencari dan 

mengumpulkan bahan yang berasal dari jurnal, skripsi, website serta bahan hukum 

lainnya yang berkaitan dengan penelitian penulis. 
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Selanjutnya hasil analisis tersebut akan penulis hubungkan dengan 

permasalahan dalam penelitian ini untuk menghasilkan suatu penilaian yang 

obyektif guna untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Cakupan 

penelitian dari penulis mengenai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Setelah dilakukan pengelompokan data 

selanjutnya penulis akan mengklasifikasikan data secara sistematis, dan di tarik 

kesimpulan mengenai topik pembahasan yang penulis lakukan. 

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data 

Pemeriksaan selanjutnya adalah menggunakan pemeriksaan triangulasi atau 

proses menemukan kesimpulan dengan memeriksa kembali data yang didapat dari 

berbagai sudut sehingga dapat di tarik kesimpulan. Pemeriksaan kembali biasanya 

dilakukan sebelum dan sesudah data dianalisis. Pemeriksaan triangulasi dilakukan 

untuk meningkatkan kepercayaan dan akurasi data. Triangulasi dapat dilakukan 

dengan tiga strategi yaitu triangulasi sumber (bahan kepustakaan), metode 

(melakukan pengecekan ulang terhadap metode pengumpulan data kepustakaan 

dan jenis penelitian), dan waktu (memastikan relevansi waktu bahan kepustakaan 

yang digunakan). Penulis sendiri menggali serta mengumpulkan data 

menggunakan teknik triangulasi sumber data dengan cara menggali dan 

mencocokkan satu sumber data dengan sumber data lainnya, sehingga dapat 

diambil suatu kesimpulan. 



 

 

44 

 

BAB IV  

HASIL  PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian  

1. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi PMI Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2017 jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023  

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan 

Pekerja Migran Indonesia jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, ditegaskan bahwa PMI 

adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan 

pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Pada 

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017  juga di jelaskan, PMI 

meliputi: Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada pengguna berbadan 

hukum, Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada pengguna perseorangan 

atau rumah tangga, pelaut awak kapal dan pelaut perikanan (Sepang, 2021). 

Perlindungan hukum bagi PMI yang bekerja di luar negeri merupakan 

hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan oleh pemerintah Indonesia serta 

lembaga penegak hukum lainnya, karena hal tersebut harus sebanding dengan 

pengorbanan yang telah dilakukan oleh para PMI sebagai pahlawan devisa 

negara. Namun pada kenyataannya meskipun sudah ada undang-undang yang 

mengatur mengenai perlindungan PMI namun masih banyak PMI yang 

mengalami permasalahan baik sebelum bekerja, saat bekerja, maupun setelah 

bekerja, hal tersebut dapat dilihat pada data pengaduan PMI yang dikeluarkan 

oleh BP2MI, yaitu sebagai berikut:  
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Tabel 4.1 

Data pengaduan PMI Januari-Maret 2025 

 

NO Kategori Kasus Januari  Februari  Maret Jumlah 

1.  PMI ingin dipulangkan  32 40 51 123 

2. PMI gagal berangkat 17 18 25 60 

3. Gaji tidak dibayar  15 12 14 41 

4. Ilegal rekrut calon PMI 0 4 11 15 

5. Sakit  1 6 6 13 

6. Perdagangan orang 2 2 4 8 

7. Penipuan peluang kerja  3 2 4 9 

8. PMI sakit/rawat inap 4 0 4 8 

9. Pekerjaan tidak sesuai PK 0 17 4 21 

10. Penahanan paspor atau 

dokumen lainnya oleh P3MI  

3 4 4 11 

11. Tindak kekerasan dari majikan 3 1 4 8 

12. Gagal penempatan 3 9 3 15 

13. PMI dalam tahanan/proses 

tahanan 

0 1 2 3 

14. Meninggal 14 11 2 27 

15. Meninggal dunia di negara 

tujuan 

0 3 2 5 

16. Lainnya  31 52 31 114 

Jumlah 128 182 171 481 

Sumber: BP2MI.(Spiegelhalter, 2025). 

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan 

PMI, pada Pasal 7 diatur mengenai perlindungan yang diberikan kepada PMI 

yang berupa perlindungan sebelum bekerja, perlindungan selama bekerja, dan 

perlindungan setelah bekerja. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 6 
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Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi undang-undang, 

yang mengatur mengenai perlindungan terhadap PMI terdapat dalam Pasal 84. 

PMI secara resmi mulai mendapatkan perlindungan hukum sejak awal proses 

sebelum berangkat ke luar negeri, didalam kedua Undang-Undang tersebut 

perlindungan mengenai PMI meliputi perlindungan sebelum bekerja, 

perlindungan selama bekerja, dan perlindungan setelah bekerja.  penjelasannya 

adalah sebagai berikut: 

a. Perlindungan Saat Belum Bekerja  

Perlindungan saat belum bekerja adalah langkah awal yang 

dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk melindungi masyarakat 

Indonesia yang akan melakukan pekerjaan di luar negeri, perlindungan 

sebelum bekerja dijelaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2017 tentang perlindungan PMI. Perlindungan tersebut meliputi 

perlindungan administratif dan perlindungan teknis dengan penjelasan 

sebagai berikut: 

1) Perlindungan administratif yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (2) 

Undang-Undang nomor 18 Tahun 2017,  perlindungan administrasi di 

bagi menjadi 2 bentuk: Pertama kelengkapan dan keabsahan dokumen 

penempatan, Adapun dokumen yang wajib dimiliki oleh calon PMI 

sebelum bekerja keluar negeri di atur lebih lanjut dalam Pasal 13 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa untuk 

dapat ditempatkan di luar negeri, calon PMI wajib memiliki dokumen 

yang meliputi surat keterangan status perkawinan bagi yang sudah 

menikah dengan melampirkan fotokopi buku nikah; surat keterangan 

izin dari suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui 

oleh kepala desa atau lurah; sertifikat kompetensi kerja; surat 

keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan 
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psikologi; paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat; visa 

kerja; perjanjian penempatan PMI; dan perjanjian kerja (Suryani, 2020).  

Kedua penempatan kondisi dan syarat kerja. Pada Pasal 5 di 

jelaskan bahwa setiap PMI yang akan bekerja ke luar negeri harus 

memenuhi persyaratan yaitu, berusia minimal 18 tahun; memiliki 

konpetensi; sehat jasmani dan rohani; terdaftar dan memiliki nomor 

kepesertaan jaminan sosial; dan memiliki dokument lengkap yang 

dipersyaratkan (Undang-Undang No 18 Tahun 2017 Tentang 

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, 2017). 

2) Kedua perlindungan teknis yang terdapat dalam Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan PMI yaitu pada Pasal 8 

ayat (3) yang meliputi: pemberian sosialisasi dan deseminitas informasi, 

peningkatan kualitas calon PMI melalui pendidikan dan pelatihan kerja, 

jaminan sosial, fasilitas pemenuhan hak calon PMI, penguatan peran 

pegawai fungsional pengantar kerja, pelayanan penempatan di layanan 

terpadu satu atap penempatan dan perlindungan PMI, pembinaan dan 

pengawasan (Undang-Undang No 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan 

Pekerja Migran Indonesia, 2017). 

Aspek yang paling penting dalam perlindungan PMI saat belum bekerja 

adalah mendapatkan informasi mengenai pekerjaan yang akan dilakukan di 

luar negeri. Informasi tersebut harus berasal dari perwakilan Republik 

Indonesia yang berada di luar negeri, mitra usaha di luar negeri atau di 

negara tujuan penempatan, dan calon pemberi kerja baik perseorangan 

ataupun badan usaha asing di negara tujuan penempatan. Selanjutnya 

informasi serta permintaan PMI yang berasal dari mitra usaha serta calon 

pemberi kerja yang berada di negara tujuan penempatan harus diverifikasi 

oleh etase ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk 

(Suryani, 2020). 
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b. Perlindungan Selama Bekerja  

Didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

perlindungan PMI sudah di atur bentuk perlindungan hukum yang diberikan 

kepada PMI selama bekerja di luar negeri, yaitu terdapat dalam Pasal 21, 

adapun bentuk perlindungan hukum yang diberikan meliputi: pendataan 

dan pendaftaran oleh lembaga ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar 

negeri yang ditunjuk; pemantauan dan evaluasi terhadap pemberi kerja, 

pekerjaan, dan kondisi kerja; fasilitas pemenuhan hak PMI; pemberian 

layanan jasa kekonsuleran; pendampingan, mediasi, advokasi, dan 

pemberian bantuan hukum berupa fasilitas jasa advokat oleh pemerintah 

pusat dan/atau perwakilan Republik Indonesia serta perwalian sesuai 

dengan hukum negara setempat; pembinaan terhadap PMI; dan fasilitas 

repatriasi (Suryani, 2020). 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan PMI 

di dalam Pasal 6 ayat (1) menjelaskan mengenai hak-hak yang dimiliki oleh 

PMI, yang meliputi: hak untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan 

memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensinya; memperoleh akses 

peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja; 

memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara 

penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri; memperoleh pelayanan yang 

profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat 

sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja; menjalankan ibadah 

sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut; memperoleh upah sesuai 

dengan standar upah yang berlaku di negara dan/atau perjanjian kerja; 

memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat 

merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan; 

memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana tertuang 

dalam perjanjian kerja; memperoleh akses berkomunikasi; menguasai 
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dokumen perjalanan selama bekerja; berserikat dan berkumpul di negara 

tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku di negara tujuan penempatan; memperoleh jaminan 

perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan PMI ke daerah asal; 

dan memperoleh dokumen dan perjanjian kerja calon PMI dan/atau PMI 

(Andriani, 2019). 

Selanjutnya pada Pasal 6 ayat (2) menjelaskan mengenai kewajiban 

yang harus di kerjakan oleh para PMI yang meliputi: menaati peraturan 

perundang-undangan, baik di dalam negeri maupun di negara tujuan 

penempatan; menghormati adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku di 

negara tujuan penempatan; menaati dan melaksanakan pekerjaan sesuai 

dengan perjanjian kerja; melaporkan kedatangan, keberadaan, dan 

kepulangan PMI kepada perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan 

penempatan (Undang-Undang No 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan 

Pekerja Migran Indonesia, 2017). 

c. Perlindungan Setelah Bekerja 

Didalam tahap akhir setelah pekerja migran menyelesaikan 

pekerjaannya di luar negeri, maka perusahaan yang menempatkan pekerja 

migran tersebut harus memberikan laporan mengenai data kepulangan 

ataupun data perpanjangan yang berkaitan dengan perjanjian kerja PMI agar 

dapat melaporkannya kepada perwakilan Indonesia yang berada di negara 

tempat tujuan, serta perwakilan dari Indonesia juga harus memberikan 

konfirmasi laporan tersebut. Jika perusahaan tidak melaporkan informasi 

tersebut, maka perusahaan akan mendapatkan sanksi administratif 

(Febrianti & Afifah, 2023). 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

perlindungan PMI pada Pasal 24, bentuk perlindungan yang diberikan 

kepada PMI setelah bekerja dapat meliputi: fasilitas kepulangan sampai ke 

daerah asal, penyelesaian hak PMI yang belum terpenuhi, fasilitas 
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pengurusan pekerja PMI yang sakit atau meninggal dunia, rehabilitasi sosial 

dan reintegrasi sosial, dan pemberdayaan PMI beserta keluarganya 

(Undang-Undang No 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran 

Indonesia, 2017). 

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 semua perlindungan 

hukum berfokus pada pekerja migran yang bekerja ke luar negeri secara legal, 

sedangkan bagi PMI yang berangkat secara ilegal tidak di jelaskan bagaimana 

bentuk perlindungan hukumnya. Dari beberapa kasus yang ada, permasalahan 

yang di terjadi di negara tujuan lebih sering dialami oleh PMI ilegal, salah satu 

contohnya yaitu Kasus meninggalnya seorang PMI bernama Rizal asal 

Banyuwangi yang bekerja di Kamboja. Rizal awalnya berangkat ke Kamboja 

pada awal Januari 2025 bersama dengan 20 teman lainnya. Rizal berangkat ke 

Kamboja tanpa sepengetahuan orang tuanya dan secara non prosedural. Pada 

tanggal 13 Maret 2025 Rizal sempat berkomunikasi dengan orang tuanya Rizal 

meminta di doakan kepada kedua orang tuanya agar dia bisa selamat, namun 

setelah itu tidak ada lagi kabar mengenai Rizal hingga akhirnya Rizal 

dikabarkan meninggal dunia setelah bekerja selama beberapa bulan sebagai 

operator judi online dan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang pada 

17 Maret 2025 (Tempo, 2025) 

Dari kasus diatas Rizal merupakan PMI yang berangkat secara ilegal, 

meskipun dalam undang-undang perlindungan PMI tidak diatur secara rinci 

bentuk perlindungan hukum bagi PMI ilegal namun pada kasus di atas menteri 

P2MI tetap memberikan perlindungan hukum berupa pemakaman jenazah 

Rizal di kamboja yang mana hal tersebut merupakan perjanjian dari keluarga 

Rizal yang meminta agar Rizal dimakamkan di Kamboja, selain itu hingga saat 

ini kasus kematian Rizal masih diselidiki, kondisi tersebut dipersulit karena 

status Rizal sebagai PMI ilegal yang tidak memiliki dokumen resmi (Fitriani, 

2025). Berdasarkan upaya yang sudah dilakukan oleh Menteri P2MI 

menunjukkan bahwa meskipun dalam undang-undang perlindungan PMI tidak 
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di atur secara rinci mengenai perlindungan bagi PMI ilegal, namun pada 

kenyataannya apabila terjadi pelanggaran HAM terhadap PMI ilegal, 

pemerintah Indonesia tetap berupaya untuk memberikan perlindungan tanpa 

membedakan status PMI tersebut.  

Implementasi undang-undang mengenai PMI tidak lepas dari peran 

penting pemerintah serta lembaga terkait yang bertugas untuk melindungi dan 

memenuhi hak serta kewajiban para PMI. Salah satu lembaga yang berwenang 

mengenai perlindungan PMI adalah Badan Perlindungan Pekerja Migran 

Indonesia (BP2MI), BP2MI merupakan lembaga pemerintah nonkementrian 

yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan 

PMI secara terpadu (Peraturan BP2MI Nomor 7 Tahun 2023). 

 BP2MI berupaya untuk menangani semaksimal mungkin agar hak dan 

kewajiban para PMI bisa terpenuhi. Contoh program yang dilakukan oleh 

BP2MI dalam rangka mewujudkan implementasi undang-undang mengenai 

perlindungan PMI yaitu: pertama kerja sama antara BP2MI dengan Association 

of Employment Agencies (AEA) yang berada di negara Singapura, adapun kerja 

sama yang di lakukan yaitu melalui nota kesepahaman mengenai skema 

penempatan serta perlindungan pekerja migran rumah tangga dalam suatu 

sistem yang disebut Household Service Workes Industry Scheme. Adapun isi 

dari nota kesepahaman tersebut adalah mengenai kewajiban pekerja domestik 

Indonesia untuk memiliki kontrak kerja dengan pemberi kerja, memahami 

syarat dan ketentuan perjanjian pelayanan dengan agensi, penjaminan 

akreditasi industri migrasi di Indonesia dan agensi di Singapura, pengembangan 

dan implementasi sistem pelatihan serta penilaian pekerja domestik, 

pengembangan dan implementasi skema administrasi upah, penyediaan 

mediasi, mengadakan edukasi, serta mengembangkan profesionalisme industri 

(Adiba & Sari). 
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Kerja sama tersebut menjadi upaya pemerintah Indonesia dalam 

melindungi PMI yang berada di Singapura dengan cara penghilangan tekanan 

finansial yang disebabkan oleh industri migrasi, sehingga para pekerja migran 

tidak perlu membayar uang muka untuk biaya penempatan, sebab hal tersebut 

difasilitasi oleh program Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui bank yang 

mendapatkan persetujuan untuk melakukan pembukaan rekening  lintas negara 

serta bekerja sama dengan AEA dan BP2MI, dengan begitu para PMI akan 

menerima gaji penuh dan biaya penempatan akan dibayarkan secara mandiri 

setiap bulannya oleh PMI, hal ini bertujuan supaya para pekerja migran tidak 

ada yang tidak menerima gaji selama berbulan-bulan (Adiba & Sari). 

Kedua program yang dibuat BP2MI berupa modernisasi  sistem 

pendataan secara terpadu yang bernama sistem komputerisasi untuk pelayanan 

penempatan dan perlindungan PMI (SISKOP). SISKOP2MI adalah terobosan 

baru dari sistem komputerisasi tenaga kerja luar negeri (SISKOTKLN) yang 

sudah disesuaikan dengan proses penempatan sesuai aturan yang berlaku. 

SISKOP2MI adalah gabungan dari beberapa aplikasi yang sudah ada di situs 

BP2MI, setiap warga negara Indonesia yang akan melamar menjadi calon 

pekerja migran diwajibkan untuk memiliki akun terlebih dahulu untuk 

menggunakan aplikasi ini. Hal ini bertujuan supaya calon PMI dan PMI yang 

memiliki permasalahan dapat dilacak keberadaannya oleh BP2MI (Shalihah, 

2022). 

Dalam penerapannya program SISKOP2MI memiliki beberapa 

pelayanan terhadap PMI yaitu pelayanan pendataan calon PMI (CPMI), 

pelayanan pendidikan dan pelatihan kerja PMI, pelayanan penempatan PMI, 

pelayanan perlindungan bagi PMI. Dengan adanya SISKOP2MI ini calon PMI 

ataupun PMI dapat mengetahui berbagai macam informasi mulai dari 

penyediaan informasi peluang kerja luar negeri, proses penempatan, 

pengaduan, fasilitas penyelesaian masalah, dan pemberdayaan (Shalihah, 

2022). 
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Ketiga kerja sama antara BP2MI dengan Internasional Organization for 

Migration (IOM), kerja sama tersebut dimulai pada tahun 2021 dengan 

membuat perjanjian kerja sama mengenai perlindungan PMI dan keluarganya. 

Di dalam kerja sama tersebut BP2MI dan IOM menyepakati bahwa kerja sama 

yang dilakukan mengenai perlindungan PMI dari risiko terjadinya eksploitasi. 

Kerjamu tersebut meliputi kerja sama dalam mencegah terjadinya tindak pidana 

perdagangan orang, pemberdayaan PMI dan keluarganya, serta kegiatan yang 

berkaitan dengan mobilitas tenaga kerja dan pembangunan manusia. Kerja 

sama ini dilakukan untuk memberikan edukasi kepada calon PMI supaya lebih 

teliti lagi dalam memilih perusahaan untuk pemberangkatan, persyaratan 

dokumen penting yang diperlukan, serta mengetahui bagaimana alur 

pemberangkatan yang sah agar tidak terjebak pada pemberangkatan ilegal 

(Puteri, 2023). 

Keempat Program Desmigratif (Desa Migran Produktif) yang dibuat 

oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan, program 

desmigratif merupakan upaya terobosan kementerian ketenagakerjaan yang 

bekerja sama dengan berbagai lembaga untuk memberdayakan, meningkatkan 

pelayanan serta memberikan perlindungan bagi calon PMI ataupun PMI, tujuan 

dari adanya desa migran ini adalah untuk mewujudkan terbentuknya 

masyarakat PMI yang produktif, meningkatkan kesempatan kerja melalui 

pengembangan usaha yang berhasil, serta meningkatkan keterampilan 

masyarakat desa migran (Khasanah, 2023). 

Selain dari upaya dan program yang telah dibuat oleh pemerintah, ada 

juga beberapa upaya yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang dalam 

melindungi PMI yang telah mengalami permasalahan di negara tujuan. 

Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait bertujuan 

untuk mewujudkan cita-cita hukum supaya PMI mendapatkan hak serta 

kewajibannya sebagai PMI. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan 

lembaga terkait dalam melindungi pekerja migran yang mengalami 
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permasalahan yaitu: pertama, Pembentukan tim reaksi cepat yang di bentuk 

oleh menteri perlindungan PMI, yang berhasil berkomunikasi dengan baik dan 

intensif dengan berbagai lembaga yang berwenang mengenai pekerja migran, 

sehingga salah seorang pekerja migran yang menjadi korban penempatan ilegal 

asal jember yang bekerja di Arab Saudi dapat di pulangkan dengan selamat, 

serta kepulangannya difasilitasi sampai ke kampung halaman (BP2MI, 2025). 

Kedua, gerak cepat dari pemerintah melalui KBRI Muscat yang 

langsung bergerak ke lokasi salah satu PMI asal Dompu yang bekerja di oma, 

ia mengalami penyiksaan oleh majikannya hingga tidak digaji di Oman, 

pemerintah Indonesia melalui KBRI Muscat langsung bergerak ke lokasi yaitu 

di Salalah, yang berjarak 1.000 kilometer dari Muscat. Pekerja migran tersebut 

berhasil diselamatkan dan di pulangkan ke negara asal, sebelum itu semua hak 

finansialnya sudah di penuhi oleh majikannya berkat bantuan dari pemerintah 

Indonesia (Tempo.com, 2024). 

Ketiga, operasi senyap yang diperintahkan oleh presiden Prabowo, 

dalam operasi senyap tersebut ratusan warga negara Indonesia yang menjadi 

korban online scam di Myanmar berhasil dipulangkan ke tanah air. Ratusan 

warga negara yang berhasil diselamatkan itu terdiri dari 313 orang laki-laki dan 

87 orang perempuan, mereka semua dipulangkan dalam kondisi kesehatan yang 

baik. Sementara itu masih ada 154 warga negara Indonesia yang juga di 

pulangkan dari Thailand melalui operasi senyap tersebut. Total warga negara 

Indonesia yang berhasil di pulangkan melalui operasi senyap tersebut 

berjumlah 554 orang (Detikjateng, 2025). 

Keempat, penangkapan tujuh pelaku sindikat tindakan pidana 

perdagangan orang oleh Pol Resta Bandara Soekarno Hatta. Penangkapan tujuh 

pelaku tersebut juga sekaligus untuk menggagalkan aksi para pelaku yang 

berencana untuk mengirimkan ratusan PMI ke luar negeri untuk di jual. dalam 

pengungkapan kasus tersebut sebanyak 127 orang calon PMI diselamatkan. 
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Salah satu dari 127 korban diberangkatkan dengan cara disisipkan ke dalam 

rombongan jamaah Haji dan Umroh (Detikjateng, 2025). 

2. Perlindungan Hukum Bagi PMI Dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 

2017 jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Memenuhi Prinsip Cita-

Cita Hukum  

Perlindungan hukum bagi PMI sangat penting mengingat mereka sering 

menghadapi risiko pelanggaran hak. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 

tentang Perlindungan PMI jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang 

berfokus pada perlindungan tenaga kerja menjadi landasan hukum untuk 

menjamin hak-hak pekerja migran. Adapun tujuan dari undang-undang PMI ini 

adalah untuk mewujudkan prinsip cita-cita hukum, atau sering disebut cita 

hukum Indonesia yang merupakan sebuah konsep fundamental dalam filsafat 

hukum yang merujuk pada nilai-nilai dasar dan ideal yang ingin dicapai oleh 

hukum. Cita-cita hukum bukan hanya sekedar aturan tertulis, melainkan tujuan 

etis dan moral yang menjadi dasar pembentukan dan pelaksanaan hukum. 

Dalam undang-undang perlindungan PMI terdapat cita-cita hukum yang 

harus diwujudkan serta dipenuhi agar hak-hak para PMI dapat terlindungi dan 

para PMI dapat bekerja di luar negeri dengan aman dan nyaman tanpa merasa 

khawatir. Adapun prinsip cita-cita hukum tersebut meliputi kepastian hukum, 

kemanfaatan hukum, dan keadilan, uraiannya adalah sebagai berikut: 

a. Kepastian hukum  

Kepastian hukum merujuk pada kondisi di mana hukum diterapkan 

secara konsisten dan tidak ada ketidakpastian dalam penerapan norma 

hukum. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 jo Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023   tentang perlindungan PMI, kepastian hukum 

sangat penting untuk melindungi hak-hak para pekerja migran dapat bekerja 

dngan aman dan nyaman tanpa merasa takut haknya tidak terpenuhi. 
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Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dapat di ambil kepastian 

hukumnya bagi para PMI yaitu pada Pasal 2 yang menyebutkan bahwa 

perlindungan PMI memiliki asas keterpaduan, persamaan hak, pengakuan 

atas martabat dan hak asasi manusia, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan 

dan keadilan gender, non diskriminasi, anti perdagangan manusia, 

transparansi, akuntabilitas, dan berkelanjutan. Asas inilah yang menjadi 

dasar dalam setiap kebijakan dan pelaksanaan perlindungan PMI (Undang-

Undang No 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran 

Indonesia, 2017). 

Meskipun sudah ada undang-undang yang memberikan kepastian 

hukum mengenai perlindungan PMI, namun pada kenyataannya dalam 

proses implementasi terdapat berbagai tantangan dan hambatan dalam 

pelaksanaan dan penegakan hukum yang menyebabkan ketidakpastian bagi 

PMI. 

Dalam sebuah pertemuan Menaker menyampaikan ada beberapa 

tantangan dalam perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran, yaitu 

masih maraknya calo atau kelompok yang tidak bertanggung jawab dengan 

iming-iming gaji yang cukup besar. Kemudian, perlunya perluasan skema 

sertifikasi kompetensi yang disesuaikan dengan jenis jabatan di luar negeri, 

dan ketidaksesuaian data dokumen identitas diri antara akta lahir, KTP, dan 

paspor yang berpengaruh dalam proses penempatan. Selanjutnya, belum 

optimalnya peran pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan tugas 

dan tanggung jawab dalam proses penempatan, contohnya fasilitas 

penyelenggara pelatihan perlu dukungan anggaran dalam proses pelatihan. 

Serta adanya peraturan daerah yang belum sejalan dengan semangat dan 

filosofi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, pengawasan di titik 

embarkasi dalam rangka pencegahan penempatan PMI non prosedural. 

"Peraturan negara penempatan yang berbeda dengan peraturan Indonesia 

seperti adanya kemudahan konversi pisah di negara penempatan serta 
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pelaksanaan orientasi pra pemberangkatan dan pemberdayaan PMI oleh 

Pemda bersama-sama dengan pemerintah pusat," lanjut Menaker 

(mediacenter.riau.go.id, 2024). 

Meskipun demikian, muncul berbagai tantangan dalam penegakan 

hukum yang berasal dari masyarakat sendiri. Hal Ini mengakibatkan 

ketidakpastian hukum bagi para PMI. Adapun yang menjadi tantangan 

dalam penegakan hukum yaitu: Pertama rendahnya pendidikan calon PMI 

yang mengakibatkan mereka menghadapi risiko mudahnya ditipu oleh 

pihak lain, karena mereka tidak memahami aturan serta persyaratan untuk 

bekerja di luar negeri, hal tersebut menciptakan banyaknya PMI yang 

dikirim ke luar negeri secara ilegal(Maturrahma & Hamzah, 2023). 

Kedua penempatan pekerja migran yang tidak memadai atau kurangnya 

pengawasan terhadap agen penempatan pekerja migran dapat menjadi 

masalah yang serius, beberapa agen penempatan mungkin tidak memenuhi 

standar yang ditetapkan dan mungkin melibatkan praktik yang merugikan 

pekerja migran, salah satunya yaitu praktik perdagangan manusia yang saat 

ini sangat banyak terjadi di kalangan PMI. (Gibran, Khusairy, 2023). Ketiga 

stigma atau label negatif yang di berikan kepada PMI yang menyebabkan 

para pekerja migran sering kali tidak memberi tahu pelanggaran-

pelanggaran hak yang dialaminya selama bekerja diluar negeri, untuk 

mengatasi stigma ini sangat penting untuk memfasilitasi reintegrasi yang 

sukses ke dalam masyarakat (Tohawi, 2024). Hal tersebut sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 pada Pasal 24 ayat (1) huruf d, 

yaitu perlindungan setelah bekerja yang meliputi rehabilitasi sosial dan 

reintegrasi sosial, hal tersebut sangat berguna bagi para pekerja migran agar 

dapat memulihkan kembali fungsi sosial mereka dan memberikan 

dukungan kepada para PMI agar dapat menghilangkan traumanya pada saat 

bekerja sebagai PMI. 
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kurang adanya kepastian hukum bagai para PMI ini dalam undang-

undang perlindungan PMI pada akhirnya menciptakan kerentanan yang 

tinggi bagi para PMI, ketidakpastian hukum tersebut membuat para PMI 

sulit untuk mendapatkan perlindungan hukum yang seharusnya di jamin 

oleh negara.  

b. Kemanfaatan hukum 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Jo Undang-Undang nomor 6 

Tahun 2023 mengenai perlindungan PMI menjadi landasan yang kuat bagi 

perlindungan PMI. Undang-undang tersebut juga memberikan kemanfaatan 

hukum dalam berbagai aspek mulai dari pencegahan masalah, perlindungan 

hak, hingga penanganan kasus dan reintegrasi.   

Berikut adalah kemanfaatan hukum bagi PMI yaitu pertama, 

perlindungan menyeluruh yang meliputi perlindungan sebelum bekerja 

yang terdapat dalam Pasal 8, perlindungan saat bekerja yang terdapat dalam 

Pasal 21, dan perlindungan setelah bekerja yang terdapat dalam Pasal 24. 

Kedua penguatan peran pemerintah dan lembaga terkait. Ketiga pencegahan 

perdagangan orang dan eksploitasi. Keempat transparansi dan akuntabilitas. 

Dilihat dari undang-undang mengenai perlindungan PMI yang sudah 

ada dapat dilihat bahwa banyak kemanfaatan hukum yang didapat oleh para 

PMI dari undang-undang tersebut. Undang-undang tersebut berupaya untuk 

mencegah masalah sejak dini melalui edukasi dan informasi yang benar , 

melindungi hak-hak dasar PMI selama bekerja diluar negeri, menjamin 

keselamatan dan kesejahteraan PMI termasuk aspek kepulangan dan 

reintegrasi, memperkuat peran lembaga negara dan lembaga terkait dalam 

memberikan perlindungan yang efektif, memberikan sanksi tegas bagi 

pihak-pihak yang melanggar ketentuan dan melakukan eksploitasi 

(Undang-Undang No 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran 

Indonesia, 2017). 
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Meskipun kedua undang-undang mengenai perlindungan PMI 

memberikan manfaat, tetapi efektivitasnya bergantung pada implementasi 

dan pengawasan yang baik. Terdapat  Faktor yang menjadi penghambat 

manfaat hukum tersebut tidak di dapatkan oleh para PMI yaitu, pertama 

koordinasi antar instansi, kurangnya koordinasi yang efektif di antara 

berbagai lembaga pemerintah yang terlibat dalam perlindungan pekerja 

migran Indonesia. Untuk dapat melindungi pekerja migran setidaknya di 

perlukan kolaborasi antara berbagai lembaga yang berwenang agar dapat 

menyebabkan efisiensi birokrasi dan dapat menghilangkan kesenjangan 

dalam pemberian pelayanan (Tohawi, 2024). 

Kedua penegakan hukum, yaitu mencakup pihak-pihak yang secara 

langsung maupun tidak langsung berkecimpung dalam bidang penegakan 

hukum. Ada beberapa halangan yang biasanya dijumpai oleh penegak 

hukum dalam rangka menegakkan hukum yaitu kurangnya kemampuan 

adaptasi, kurang inspiratif, kurang berpikir futuristik, materialistis, kurang 

inovatif. Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan 

diri bersikap terbuka, fleksibel, peka, berilmu, sistematis, percaya diri, 

optimis, penuh perhitungan, tidak gagap teknologi, menghormati diri 

sendiri dan orang lain (Maturrahma & Hamzah, 2023). 

Dengan demikian kemanfaatan hukum sebagai aspek dari cita-cita 

hukum dapat terwujud dan terlaksana dengan baik apabila Undang-Undang 

yang sudah ada dapat di laksanakan dengan semestinya, hak tersebut 

menunjukkan bahwa antara regulasi dan implementasi harus sejalan agar 

tujuan di buatnya undang-undang tersebut dapat tercapai dengan baik. 

c. Keadilan 

Keadilan hukum bagi PMI dalam undang-undang perlindungan PMI 

merupakan inti dari tujuan pembentukan undang-undang tersebut. Keadilan 

hukum bukan hanya sekedar memberikan sanksi namun juga mencakup 
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upaya preventif, pemenuhan hak-hak, dan akses terhadap pemulihan bagi 

PMI yang menjadi korban pelanggaran HAM.  

Beberapa penjelasan mengenai keadilan hukum bagi PMI yang terdapat 

dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yaitu Pertama, asas keadilan 

sebagai fondasi perlindungan bagi PMI, asas ini menegaskan bahwa setiap 

PMI tanpa memandang jenis kelamin, status sosial, atau latar belakang 

lainnya berhak atas perlakuan yang adil dan setara di depan hukum. Kedua 

penegakan hukum dan sanksi yang tegas bagi pelaku yang melanggar. 

Ketiga peran pemerintah dan lembaga penegak hukum dalam mewujudkan 

keadilan bagi para PMI. Keempat mekanisme penyelesaian sengketa dan 

pemulihan  korban serta pemenuhan hak-hak para PMI yang belum 

terpenuhi saat bekerja di luar negeri (Undang-Undang No 18 Tahun 2017 

Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, 2017). 

Secara keseluruhan undang-undang mengenai perlindungan PMI sudah 

mengatur secara komprehensif dan sudah memenuhi prinsip cita-cita hukum 

bagi PMI yaitu berupa kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan, 

namun beberapa masalah yang sering terjadi kepada PMI disebabkan oleh 

kesenjangan antara lembaga dan pihak terkait dalam menegakkan hukum atau 

mengimplementasikan undang-undang perlindungan PMI dengan masyarakat 

yang masih belum mengetahui mengenai prosedur, syarat, hak, kewajiban, serta 

hal lainnya yang berkaitan dengan PMI. Kesenjangan tersebut yang di gunakan 

oleh para pelaku seperti agen keberan PMI ilegal maupun sindikat Tindak 

Pidana  Perdangan Orang (TPPO) sebagai celah untuk mengirim PMI secara 

ilegal tanpa adanya perlindungan hukum yang kuat. 

Salah satu contoh kasus penipuan yang dialami oleh seorang PMI 

bernama Soleh Darmawan, asal Bekasi yang berusia 24 tahun yang bekerja di 

Kamboja. Awalnya Soleh berangkat keluar negeri untuk bekerja sebagai koki 

di sebuah hotel di Thailand, Soleh berangkat  pada 18 Februari 2025, Soleh di 

iming-imingi gaji yang besar 3x lipat dari tempat dia bekerja sebelumnya. Soleh 
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berangkat melalui sebuah yayasan di Tanjung Priuk, namun bukannya dikirim 

ke Thailand Soleh justru dikirim ke Kamboja oleh sindikat pelaku perdagangan 

orang. Soleh bukan bekerja di hotel namun dipekerjakan sebagai operator judi 

online, awalnya pihak keluarga Soleh menerima kabar bahwa Soleh sedang 

sakit hingga akhirnya pada 3 Maret 2025 Soleh dilaporkan meninggal dunia. 

Saat jenazah dipulangkan pihak keluarga merasa janggal karena menemukan 

ada bekas jahitan sebanyak 2 buah di perut Soleh. Soleh diduga menjadi korban 

tindak pidana perdagangan orang serta ginjal Saleh di ambil secara paksa oleh 

para pelaku tersebut (Tempo, 2025). 

Kasus diatas menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan dalam proses 

implementasi Undang-Undang perlindungan PMI. Dalam Undang-Undang 

Nomor 18 tahun 2017 pada Pasal 31 huruf b di jelaskan bahwa PMI hanya dapat 

bekerja ke negara tujuan penempatan yang telah memiliki perjanjian tertulis 

antara pemerintah negara tujuan penempatan dan pemerintah Republik 

Indonesia (Undang-Undang No 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja 

Migran Indonesia, 2017). Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 

(P2MI) Abdul Kadir Karding menegaskan bahwa Indonesia tidak memiliki 

kerja sama penempatan pekerja migran ke tiga negara yaitu Kamboja, Thailand, 

dan Myanmar. Semua PMI yang berada di tiga negara tersebut dalam kaca mata 

kementerian adalah ilegal karena terdapat indikasi kejahatan scamming dan judi 

online (Antarakalsel, 2025). 

Pada 18 Maret 2025, Kementerian P2MI membantu untuk mengawal 

pemulangan 554 PMI non prosedural yang menjadi korban TPPO di 

Myawaddy, Myanmar. Kepulangan PMI tersebut terdiri dari 449 laki-laki dan 

105 perempuan yang  berlangsung dalam 2 tahap: 400 orang pada Selasa 18 

Maret 2025 dan 154 orang pada Rabu 19 Maret 2025. Pemulangan PMI ilegal 

tersebut juga menjadi bukti bahwa di dalam Undang-Undang perlindungan PMI 

tidak membedakan antara PMI legal dan Ilegal, dan bukti bahwa implementasi 

dari Undang-Undang perlindungan PMI dijalankan sebagaimana yang di 
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amanatkan oleh undang-undang perlindungan PMI dalam pasal 24 mengenai 

perlindungan setelah bekerja yang meliputi fasilitas kepulangan sampai ke 

daerah asal (Antarakalsel, 2025). 

B. Pembahasan  

Berdasarkan uraian terkait perlindungan terhadap PMI, berikut analisis 

penulis terhadap beberapa hal yang menjadi hasil penelitian mengenai 

perlindungan hukum bagi PMI yang mengalami permasalahan. 

1. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi PMI Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2017 jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023  

Dasar hukum dari perlindungan PMI adalah Undang-Undang Nomor 18 

tahun 2017 jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Di dalam undang-undang 

tersebut di jelaskan mengenai perlindungan hukum bagi PMI yaitu pada Pasal 

8, Pasal 21, dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, dan Pasal 84 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 bahwa perlindungan hukum bagi PMI 

meliputi 3 aspek yaitu, perlindungan sebelum bekerja, perlindungan selama 

bekerja, dan perlindungan setelah bekerja.  

Menurut analisis penulis, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 

tentang perlindungan PMI sudah mengatur secara komprehensif, namun Akhir-

akhir ini masih banyak berita mengenai pelanggaran HAM yang terjadi pada 

PMI yang berada di luar negeri. Mulai dari kasus pelanggaran HAM ringan 

seperti penipuan, tindakan kekerasan oleh majikan, upah yang tidak di 

bayarkan, jam kerja yang tidak teratur, hingga pelanggaran HAM berat seperti 

pembunuhan, perdagangan manusia dan lainnya, semua pelanggaran HAM 

tersebut masih tetap terjadi meskipun sudah ada Undang-Undang yang 

mengatur mengenai perlindungan hukum bagi PMI.  

Masih banyaknya permasalahan yang terjadi terhadap PMI meskipun 

sudah ada aturan yang mengatur menunjukkan bahwa implementasi mengenai 

undang-undang perlindungan PMI pada saat sekarang ini masih belum 
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maksimal dan belum sesuai dengan tujuan di buatnya undang-undang tersebut, 

hal ini berdasarkan pada beberapa teori yaitu teori negara hukum, teori 

perlindungan hukum, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023, dan teori cita-cita hukum. 

Pertama teori negara hukum, di dalam teori negara hukum semua 

tindakan yang dilakukan oleh negara dan warga negaranya harus berdasarkan 

pada hukum yang berlaku. Negara hukum memiliki kewajiban untuk 

memberikan perlindungan hukum terhadap seluruh warga negaranya termasuk 

para PMI yang bekerja di luar negeri. Dalam kerangka negara hukum, negara 

memiliki tanggung jawab konstitusional untuk hadir dan memastikan bahwa 

semua hak-hak PMI terpenuhi dan terlindungi secara efektif, sebab PMI 

merupakan kelompok rentan yang sering kali menghadapi permasalahan 

hukum, mulai dari proses perekrutan yang tidak transparan, eksploitasi selama 

bekerja, hingga permasalahan pasca kembali ke tanah air. Dengan adanya 

kasus-kasus pekerja migran yang akhir-akhir ini sangat ramai mengenai 

perdagangan manusia, penjualan organ para pekerja migran serta pelanggaran 

hukum lainnya menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum belum 

sepenuhnya bisa melindungi warga negara dengan baik, terutama bagi warga 

negara Indonesia yang bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran. 

Kedua teori perlindungan hukum, teori perlindungan hukum memiliki 

dua aspek utama yaitu, perlindungan preventif dan perlindungan represif. 

Dalam perlindungan preventif upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah 

terjadinya pelanggaran HAM terhadap PMI dapat dilakukan melalui 

pembentukan regulasi yang jelas, sosialisasi mengenai hak dan kewajiban 

pekerja migran, dan pengawasan yang ketat terhadap pihak-pihak yang terlibat 

dalam siklus migrasi kerja tersebut. Sedangkan dalam perlindungan represif 

adalah upaya penindakan dan pemberian sanksi terhadap pelaku pelanggaran 

HAM para pekerja migran Indonesia, dan penyediaan mekanisme penyelesaian 

sengketa serta pemulihan bagi hak-hak PMI yang dilanggar. Berdasarkan teori 
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perlindungan hukum ini, negara Indonesia sudah memiliki regulasi yang jelas 

dan komprehensif mengenai perlindungan hukum bagi pekerja migran 

Indonesia, namun implementasi dari undang-undang tersebut masih belum 

sepenuhnya berjalan dengan baik dan masih memerlukan beberapa perbaikan 

dalam implementasi peraturan perundang-undangan tersebut.  

Ketiga teori Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

perlindungan PMI, Undang-Undang ini menjadi payung hukum utama yang 

mengatur mengenai perlindungan bagi pekerja migran secara komprehensif. 

Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 

dengan memperluas kewenangan negara dalam melindungi PMI dari segala 

bentuk tindakan pelanggaran HAM. Berdasarkan analisis penulis mengenai 

implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 menunjukkan bahwa 

kerangka hukum tersebut masih memiliki beberapa celah dalam 

pelaksanaannya di lapangan. Tingginya jumlah PMI non prosedural 

menandakan lemahnya pengawasan dan perlindungan serta sangat di perlukan 

peningkatan literasi hukum, kapasitas diplomatik, dan penegakan sanksi 

terhadap para pelaku pelanggaran HAM. 

Keempat teori Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang mengatur 

tentang cipta kerja secara umum juga ikut memperkuat perlindungan hukum 

bagi pekerja, termasuk PMI, hal tersebut di jelaskan pada Pasal 84 Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 yaitu mengenai bentuk perlindungan hukum yang 

diberikan oleh undang-undang mencakup perlindungan sebelum bekerja, 

perlindungan saat bekerja, dan perlindungan setelah bekerja. Berdasarkan sudut 

pandang penulis, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 berperan sebagai 

penyempurna bagi regulasi perlindungan hukum PMI yang sudah ada, dengan 

berfokus pada penyederhanaan birokrasi dan penguatan jaminan sosial. Namun 

efektivitas perlindungan hukum bagi PMI sangat bergantung terhadap 

implementasinya yang konsisten, pengawasan ketat terhadap perusahaan 

penempatan. Berdasarkan kasus yang penulis temui dengan banyaknya pekerja 
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migran ilegal menunjukkan bahwa implementasi dari undang-undang ini 

mengenai pengawasan terhadap perusahaan penempatan masih belum 

sempurna dan memerlukan beberapa perbaikan mengenai strategi perbaikan 

implementasi. 

Kelima teori cita-cita hukum, hukum bukan hanya sekedar kumpulan 

peraturan, tetapi juga mengandung nilai-nilai ideal yang ingin diwujudkan, 

dalam konteks perlindungan PMI, undang-undang mengenai PMI memiliki 

peran yang signifikan dalam mewujudkan cita-cita hukum yaitu, memperoleh 

kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan. Teori cita-cita hukum 

dapat membantu untuk memahami bahwa keberadaan undang-undang 

mengenai PMI bukan hanya sekedar respons sementara terhadap isu migrasi 

tenaga kerja, namun juga merupakan nilai-nilai fundamental yang diyakini serta 

di terapkan oleh bangsa Indonesia. 

Berdasarkan analisis penulis mengenai teori cita hukum dalam konteks 

perlindungan PMI dapat dirincikan satu persatu yaitu kepastian hukum, 

kemanfaatan hukum, dan keadilan. Kepastian hukum, perlindungan hukum 

bagi PMI yang terintegrasi dengan kepastian hukum sangat penting untuk 

mengurangi kerentanan PMI terhadap eksploitasi, perdagangan manusia, dan 

pelanggaran hak lainnya, kepastian hukum memberikan rasa aman bagi para 

PMI beserta keluarganya, adanya kepastian hukum juga dapat menjadi dasar 

bagi negara untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku yang 

melanggar hukum, dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Jo 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 telah menunjukkan bahwa Indonesia 

sudah mewujudkan salah satu dari cita-cita hukum yaitu kepastian hukum. 

undang-undang tersebut tidak hanya melindungi hak-hak PMI secara formal, 

namun juga memberikan mekanisme yang konkret untuk menangani masalah 

yang dihadapi oleh PMI.  

Kemanfaatan hukum. Secara keseluruhan bentuk perlindungan hukum 

bagi PMI yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 telah 
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dirancang untuk memberikan kemanfaatan hukum bagi PMI, namun 

berdasarkan kasus yang penulis temui, kemanfaatan hukum tersebut masih 

belum sepenuhnya berjalan dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari 

implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 pada Pasal 8 yang 

mengatur mengenai perlindungan terhadap PMI pada saat sebelum bekerja, 

yaitu para PMI sebelum bekerja di luar negeri akan mendapatkan perlindungan 

hukum administratif dan perlindungan hukum teknis. Perlindungan hukum 

administratif dapat meliputi kelengkapan serta keabsahan dokumen, 

penempatan kondisi serta syarat-syarat kerja yang harus di penuhi sebelum 

berangkat ke negara tujuan, sedangkan perlindungan teknis meliputi pemberian 

sosialisasi kepada para calon pekerja migran, pelatihan kerja, fasilitas 

pemenuhan hak calon pekerja migran, serta pembinaan dan pengawasan. 

Namun dalam beberapa kasus yang telah penulis uraikan pada bagian temuan 

penelitian dapat dilihat bahwa masih banyak pekerja migran Indonesia yang 

mengalami penipuan, diskriminasi, serta ke tidak adilan lainnya yang mana 

semua permasalahan tersebut bermula dari adanya kesenjangan dari PMI dalam 

menerima informasi, banyak juga PMI yang berasal dari desa terpencil yang 

tidak terjangkau oleh pemerintah dalam memberikan informasi yang benar 

mengenai pekerja migran. Kesenjangan tersebut menjadi celah bagi para pelaku 

sindikat perdagangan orang serta agen-agen pekerja migran ilegal untuk dapat 

dengan mudah memberikan informasi yang salah kepada calon pekerja migran 

sehingga banyak calon pekerja migran yang ditipu dan mengalami pelanggaran 

HAM di negara tujuan.  

Keadilan, secara keseluruhan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 

tentang perlindungan PMI telah mengintegrasikan prinsip keadilan sebagai 

fondasi utama, undang-undang tersebut tidak hanya menjamin hak-hak pekerja 

migran saja, tetapi juga memastikan bahwa mereka mendapatkan perlakuan 

yang adil dan bermartabat sepanjang siklus migrasi yang mereka jalani. 

Meskipun undang-undang mengenai pekerja migran memberikan kerangka 



67 

 

67 

 

hukum yang kuat untuk menjamin keadilan, namun fakta di lapangan 

menunjukkan bahwa Implementasi dari undang-undang tersebut masih kurang 

efektif sehingga masih banyak PMI yang mendapatkan perlakuan tidak adil saat 

bekerja di negara tujuan. Hal tersebut tak lepas dari peran pemerintah serta 

lembaga terkait dalam penegakan hukum, kurang efektifnya penegakan hukum 

menjadi penyebab para pelaku yang melanggar hak pekerja migran menjadi 

tidak takut dan tidak merasa jera dalam melakukan tindakannya, hal tersebut 

menyebabkan tingkat pelanggaran HAM terhadap pekerja migran menjadi 

semakin tinggi, serta pekerja migran yang seharusnya mendapat keadilan justru 

menjadi korban pelanggaran HAM.  

Dalam konteks teori-teori diatas mencerminkan bahwa implementasi 

dari undang-undang mengenai perlindungan PMI masih belum dilaksanakan 

secara maksimal dan belum bisa melindungi PMI secara komprehensif. Masih 

banyaknya kasus pelanggaran HAM terhadap para PMI harus menjadikan 

perlindungan hukum terhadap para PMI masuk sebagai prioritas pemerintah 

serta lembaga yang berwenang. 

Terkait dengan perlindungan hukum bagi para PMI, ada hukum Islam 

yang dapat dikaitkan, terutama dalam konteks perlindungan hukum dalam 

Islam, yang mana dalam Islam, negara atau pemerintah harus berorientasi 

kepada kemaslahatan rakyat, negara harus melindungi rakyatnya karena itu 

adalah salah satu dari tugas sebuah negara. Dan itulah landasan kepemimpinan 

dalam Islam mengenai negara atau pemerintah berorientasi pada kemaslahatan 

umat, sebagaimana terdapat dalam kaidah: 

مَاماِااتصَََُّفُا
ِ
عِيَّةاِاعلََااالْ ااالرَّ بِِلمَْصْلحََةاِامَنوُط   

Artinya: “Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan 

kemaslahatan” 

 

Sebagaimana kaidah ini juga termasuk tugas negara dalam perlindungan 

warga negaranya yang berada di luar negeri. Mengenai PMI, negara telah 
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memberikan perlindungan bagi warga negaranya yang menjadi PMI dengan 

mengeluarkan peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang Nomor 

18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan PMI. Dalam “Pasal 7” menjelaskan 

bahwa negara memberikan perlindungan bagi PMI sebelum bekerja, selama 

bekerja, dan setelah bekerja. Mengenai perlindungan sebelum bekerja, Islam 

sangat menjunjung tinggi hasil kerja yang cakap, dan diperintahkan kepada 

semua umat Islam untuk mengerjakan semua jenis pekerjaan dengan tekun dan 

sempurna. Seseorang tenaga kerja atau Sumber Daya Manusia (SDM) harus 

memiliki keahlian dan keterampilan yang dapat meningkatkan keuntungan 

perusahaan, serta kesesuaian dengan pekerjaannya. Maka dari itu dalam hal 

penerimaan pekerja Islam sangat mementingkan profesionalisme. 

2. Perlindungan Hukum Bagi PMI dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2017 jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Memenuhi Prinsip Cita-

Cita Hukum 

Perlindungan hukum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 jo 

Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 secara regulasi sudah memenuhi prinsip 

cita-cita hukum yaitu adanya kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan 

keadilan hukum.  

Menurut analisis penulis terhadap permasalahan yang saat ini banyak 

terjadi kepada para PMI bukan sepenuhnya kesalahan dari pemerintah dan 

aparat penegak hukum saja namun juga tidak terlepas dari peran penting 

masyarakat sebagai PMI, sebab di dalam implementasi undang-undang 

mengenai perlindungan PMI juga terdapat kontribusi dari masyarakat serta 

calon pekerja migran sendiri yang seharusnya lebih paham terhadap hukum dan 

menjalankan semua yang berkaitan dengan pekerja migran berdasarkan pada 

hukum yang berlaku. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa landasan teori 

yaitu teori negara hukum, teori perlindungan hukum, Undang-Undang Nomor 

18 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dan cita-cita hukum.  
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Pertama teori negara hukum, dalam negara hukum menekankan bahwa 

negara harus menjalankan kekuasaannya berdasarkan pada hukum, bukan atas 

dasar kekuasaan semata. Beberapa prinsip utama negara hukum yang relevan 

dengan perlindungan bagi PMI antara lain adalah supremasi hukum, 

perlindungan hak asasi manusia, dan asas legalitas. hukum harus menjadi yang 

paling tinggi serta mengikat semua pihak, termasuk pemerintah. Undang-

Undang PMI sebagai produk hukum tertinggi dalam isu ini harus dihormati 

serta ditegakkan secara konsisten. Namun dalam kasus yang penulis temui 

terdapat kesenjangan antara teori dengan praktik. Lemahnya supremasi hukum 

dapat terlihat dari implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang 

belum maksimal karena tidak adanya aturan pelaksana serta penegakan sanksi 

yang tidak tegas, selanjutnya Tidak efektifnya perlindungan hak asasi manusia 

terhadap para PMI, hal tersebut dapat dilihat dari kasus yang di alami oleh Ni 

Ketut Nurhayati, seorang PMI asal bali yang diduga tewas dibunuh di Malaysia, 

dan Rahman, seorang PMI asal Flores Timur yang bekerja di Malaysia, Rahman 

meninggal di Malaysia dan belum diketahui apa yang menjadi penyebab 

meninggalnya dan seperti apa suka duka yang dialaminya selama bekerja di 

Malaysia masih terus diselidiki oleh pemerintah serta lembaga terkait. Dari 

kasus tersebut mencerminkan bahwa negara masih belum bisa sepenuhnya 

menjamin hak hidup warga negaranya sebagai hak dasar yang dimiliki oleh 

manusia. 

Kedua teori perlindungan hukum, para PMI berakar pada konsep hak 

asasi manusia secara universal yang mana hak tersebut mengakui harkat dan 

martabat serta hak-hak fundamental setiap individu. Teori ini menekankan 

bahwa negara memiliki kewajiban secara moral dan hukum untuk melindungi 

warga negaranya. Dalam hal perlindungi PMI bukan hanya menjadi tanggung 

jawab negara asal saja namun juga menjadi tanggung jawab negara tujuan serta 

komunitas internasional secara keseluruhan. Menurut sudut pandang penulis 
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meskipun Indonesia sudah memiliki kerangka hukum yang lengkap melalui 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, namun kendala dalam implementasi 

menjadi penghambat utama dalam melindungi PMI, dalam hal ini menunjukkan 

bahwa keberadaan norma hukum saja tidak cukup tanpa adanya penguatan 

kapasitas institusi dan koordinasi antar lembaga supaya pelayanan serta 

pengawasan dapat berjalan dengan baik, peningkatan sosialisasi dan edukasi 

hak bagi PMI agar mereka dapat memahami dan mampu memperjuangkan 

haknya yang di langgar, penegakan hukum yang tegas terhadap para pelaku 

yang melanggar hak pekerja migran termasuk didalamnya agen perekrutan 

ilegal dan majikan yang melakukan kekerasan, adanya perluasan hukum bagi 

pekerja migran non prosedural dan sektor informal untuk dapat mengurangi 

kerentanan mereka terhadap pelanggaran HAM. Dengan memperbaiki aspek-

aspek tersebut perlindungan hukum bagi PMI bukan hanya sekedar dokumen 

formal tetapi juga nyata dan efektif dalam melindungi hak-hak pekerja migran 

Indonesia. 

Ketiga Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, perlindungan hukum 

PMI dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 masih menghadapi kendala 

yang sistematik dalam proses implementasinya, menurut analisis penulis dalam 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 ada beberapa aspek yang tidak sejalan 

dengan implementasinya, yaitu pada Pasal 42 mengenai peran pemerintah desa 

dalam memberikan informasi yang benar kepada masyarakatnya mengenai 

PMI, dalam implementasinya tidak semua desa di Indonesia memiliki Perdes 

mengenai perlindungan pekerja migran, sehingga berdampak pada pekerja 

migran yang rentan terlibat praktik perdagangan manusia melalui pekerja 

migran non prosedural. Dalam permasalahan tersebut dibutuhkan rekomendasi 

perbaikan seperti harmonisasi regulasi turunan, penguatan kapasitas 

kelembagaan, reformasi sistem data, dan sosialisasi yang dapat dilakukan 

dengan melibatkan PMI  yang menjadi korban pelanggaran HAM sebagai 

narasumber dalam program edukasi. 
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Keempat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang ini 

mengintegrasikan beberapa ketentuan yaitu yang berkaitan dengan 

perlindungan PMI yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2017, dalam konteks ini Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

menegaskan kembali pentingnya perlindungan menyeluruh bagi PMI sebelum 

bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja, termasuk didalamnya aspek 

hukum, ekonomi, dan sosial. Berdasarkan sudut pandang penulis meskipun 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 membawa pembaharuan dan penguatan 

dalam perlindungan PMI, namun kendala utama tetap terletak pada 

implementasi dan koordinasi lintas sektor, reformasi regulasi yang kompleks 

memerlukan waktu adaptasi dan sosialisasi yang intensif agar semua pemangku 

kepentingan termasuk PMI dan perusahaan penempatan memahami dan 

menjalankan kewajibannya. Selain itu fokus pada perlindungan hukum setelah 

pekerja migran di pulangkan menunjukkan bahwa perlindungan tidak hanya 

berhenti pada saat pekerja migran bekerja saja, namun harus berlanjut hingga 

mereka kembali ke tanah air, akan tetapi tanpa dukungan sumber daya dan 

mekanisme yang jelas program ini akan sulit di jalankan secara efektif. Oleh 

sebab itu reformasi hukum harus diikuti dengan penguatan kapasitas 

kelembagaan dan partisipasi aktif semua lembaga terkait.  

Kelima teori cita-cita hukum, teori ini menuntut adanya kepastian 

hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan yang seharusnya dapat menjadi 

landasan dalam merumuskan solusi atas hambatan dalam pengimplementasian 

Undang-Undang PMI. Menurut analisis penulis dengan kondisi yang ada saat 

ini serta peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dapat dirincikan 

bahwa cita-cita hukum mendasari agar tercapainya kepastian hukum, 

kemanfaatan hukum, dan keadilan bagi para PMI. Kepastian hukum, dengan 

adanya kendala-kendala dalam implementasi perlindungan pekerja migran 

menunjukkan bahwa meskipun ada kerangka hukum yang memadai yaitu 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran 
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Indonesia dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, namun tidak ada 

kepastian hukum dalam implementasi dan penegakan menjadi faktor kegagalan 

perlindungan PMI. data yang tidak terintegritas dan tidak tegasnya regulasi 

menyebabkan PMI sulit mendapatkan perlindungan yang konsisten. Selain itu 

keberangkatan ilegal yang tinggi menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan 

dan sosialisasi sehingga pekerja migran tidak berada dalam payung hukum 

negara, hal tersebut membuka peluang eksploitasi dan pelanggaran HAM yang 

sulit ditindak lanjuti secara hukum. Untuk memperbaiki kondisi tersebut dapat 

dilakukan melalui penguatan sistem data terintegrasi antar lembaga yang 

berwenang, penyelesaian regulasi pelaksana secara cepat dan komprehensif, 

meningkatkan sosialisasi dan edukasi hukum kepada PMI, dan penegakan 

hukum yang tegas terhadap pelaku pelanggaran hak PMI. dengan demikian 

kepastian hukum dapat ditegakkan secara nyata, memberikan perlindungan 

efektif dan berkelanjutan bagi pekerja migran Indonesia. 

Kemanfaatan hukum, dengan adanya undang-undang perlindungan 

PMI, apabila undang-undang tersebut di implementasikan dengan baik dan 

benar maka kemanfaatan hukum dalam cita-cita hukum mengenai perlindungan 

bagi PMI dapat terwujud dengan semestinya, namun dalam beberapa kasus 

yang telah penulis uraikan di atas terdapat beberapa masalah dan kesenjangan 

dari berbagai pihak yang menyebabkan kemanfaatan hukum tersebut belum 

bisa terwujud secara sempurna. Realita yang penulis temukan dalam penelitian 

ini yaitu masih kurangnya pengimplementasian Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2017 tentang perlindungan PMI yaitu pada Pasal 31 yang membahas 

mengenai penempatan PMI keluar negeri, yang mana PMI hanya dapat bekerja 

ke negara tujuan yang sudah memiliki perjanjian kerja secara tertulis antara 

pemerintah negara tujuan dengan pemerintah negara penempatan. Namun pada 

kasus yang penulis temukan beberapa PMI yang menjadi korban pelanggaran 

HAM dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah PMI yang bekerja 

di Thailand, Kamboja, dan Myanmar. Sedangkan negara Indonesia tidak 
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memiliki perjanjian kerja sama yang resmi dengan ketiga negara tersebut, 

namun masih banyak PMI yang bekerja di tiga negara tersebut yang pada 

akhirnya menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Dengan data-data 

tersebut menunjukkan kurang efektifnya implementasi Undang-Undang Nomor 

18 Tahun 2017 terutama pada pasal tersebut, sehingga para PMI masih belum 

sepenuhnya merasakan kemanfaatan dari hukum yang sudah ada. 

Keadilan, dengan kondisi yang ada pada saat ini maka sangat diperlukan 

penegakkan keadilan bagi PMI. dengan ditegakkannya keadilan ini diharapkan 

juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam 

mewujudkan cita-cita hukum. Mengenai kasus-kasus serta permasalahan yang 

di hadapi oleh para pekerja migran pemerintah serta lembaga terkait juga 

memberikan keadilan kepada para pekerja migran Indonesia yang mengalami 

permasalahan, bagi pekerja migran yang meninggal dunia di negara tujuan juga 

akan mendapatkan keadilan, hal tersebut di atur dalam Pasal 27 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yaitu, perusahaan penempatan 

memiliki kewajiban untuk memberitahukan tentang kematian pekerja migran 

kepada pihak keluarga, mencari informasi mengenai penyebab kematian PMI, 

memulangkan jenazah pekerja migran ke negara asal dengan cara yang layak 

serta menanggung semua biaya yang diperlukan, mengurus pemakan jenazah 

di negara tujuan atas izin keluarga pekerja migran, memberikan perlindungan 

terhadap seluruh harta milik pekerja migran untuk kepentingan keluarga, dan 

mengurus pemenuhan semua hak PMI yang seharusnya diterima.  

Dalam mengimplementasikan undang-undang mengenai perlindungan 

PMI, bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun juga harus 

disertai dengan kesadaran masyarakat mengenai informasi yang diterima harus 

lebih di pertimbangkan baik dan buruknya untuk kehidupan mereka di masa 

depan, pemerintah serta lembaga terkait juga masih belum sepenuhnya dapat 

mencapai seluruh lapisan masyarakat dalam memberikan informasi yang benar 

mengenai PMI, hal tersebut menyebabkan kesenjangan informasi yang 
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didapatkan oleh masyarakat yang tinggal di daerah desa, terutama desa-desa 

terpencil yang tidak terjangkau oleh informasi, di samping itu tingkat 

pendidikan masyarakat yang rendah, tidak adanya pengalaman kerja, serta 

tempat tinggal yang sulit untuk memperoleh Informasi juga menjadi penyebab 

utama masyarakat sangat mudah ditipu oleh para sindikat pelaku tindak pidana 

perdagangan orang, masyarakat yang kurang memiliki pendidikan akan lebih 

mudah untuk di tipu dengan iming-iming gaji besar. Karena ke tidak tahuannya 

mengenai informasi yang benar tentang pekerja migran, mereka bahkan setuju 

untuk diberangkatkan keluar negeri secara ilegal dan mereka  tidak memikirkan 

apa dampak yang akan mereka hadapi saat bekerja diluar negeri tanpa adanya 

surat serta dokumen-dokumen resmi. 

Terkait dengan cita-cita hukum yang terdapat dalam undang-undang 

perlindungan PMI, ada hukum Islam yang dapat dikaitkan, terutama dalam 

konteks prinsip keadilan hukum. Keadilan penting bagi kehidupan manusia 

demi terciptanya penghormatan dan hak-hak yang layak sesuai dengan 

aktivitasnya. Berdasarkan firman Allah SWT; 

نتٰاِارُسُلنَاَااَرْسَلْناَالقَدَاْ اناَاالْكِتٰباَامَعَهُماُاوَاَنْزَلنَْاابِِلبَْي ِ اافِيْهاِاالحَْدِيدْاَاوَاَنزَْلنْاَابِِلقِْسْطِ االنَّاسُاالِيَقُوْماَاوَالمِْيَْْ بأَسْ  ا

مَناَفِعاُاشَدِيدْ ا اُااوَلِيَعْلاََالِلنَّاسِااوَّ ه ااامَناْااالل ٰ َّنْصَُُ اَااِنَّااابِِلغَْيْبِ ااوَرُسُلَ ااي عَزيِزْ ااقوَِي ااالل ٰ  

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan 

membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan 

bersama Al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat 

melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya 

terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi 

manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya  

Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-

rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah 

Maha Kuat lagi Maha Perkasa” (QS. Al-Hadid: 25). 

Adil dalam pengertian ini adalah yang dimaksudkan juga dalam 

penyelenggaraan sarana-sarana penghidupan. Keadilan yang harus ditegakkan 

adalah terlaksananya kehidupan atas dasar keseimbangan, yang kuat menolong 
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yang lemah, yang kaya membantu yang miskin, sebaliknya yang lemah pun 

mendukung tegaknya keadilan dengan jalan yang baik, bukan dengan 

merongrong kepada yang kuat, yang miskin pun jangan merongrong yang kaya. 

Selanjutnya di samping itu keadilan dalam bidang ketenagakerjaan juga pada 

cara-cara memperoleh produksi, pendistribusian serta dalam pemanfaatannya. 

Berkaitan dengan hal ini maka berhubungan dengan asas transparansi yang 

diatur dalam Pasal 2 undang-undang PPMI, yang dimaksud dengan asas 

transparansi adalah bahwa, perlindungan PMI dilakukan secara terbuka, jelas, 

dan jujur. 

Kesuksesan dalam mewujudkan cita-cita hukum yang terdapat dalam 

undang-undang mengenai perlindungan PMI sangat bergantung pada lembaga 

dan pemerintah terkait serta masyarakat itu sendiri dalam menjalankan 

tugasnya serta memberikan informasi yang benar kepada calon PMI. Dari 

kasus-kasus yang sudah ada mengindikasikan bahwa diperlukan adanya 

penguatan implementasi serta peraturan pelaksana dari Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan PMI agar perlindungan hukum 

bagi PMI bukan hanya sekedar dokumen formal namun juga harus memberikan 

manfaat hukum yang konkret kepada para PMI. Selain itu juga diperlukan revisi 

terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan PMI, 

yang mana perlindungan  hukum terhadap PMI ilegal harus lebih ditegaskan 

dan di jelaskan dalam undang-undang perlindungan PMI agar pekerja Migran 

yang berangka secara ilegal juga memiliki perlindungan hukum yang kuat.  

Untuk semakin mendekatkan antara implementasi perlindungan hukum 

PMI dengan cita-cita hukum Indonesia, diperlukan upaya berkelanjutan dalam 

menguatkan lembaga seperti BP2MI dan aparat penegak hukum lainnya, 

dengan memastikan lembaga-lembaga tersebut memiliki sumber daya dan 

kewenangan yang memadai untuk melaksanakan tugas perlindungan hukum 

terhadap PMI secara efektif. Selanjutnya dengan meningkatkan penegakan 

hukum dengan cara menindak lanjuti pelaku pelanggaran hak-hak PMI dengan 
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tegas, serta memastikan adanya akses keadilan yang mudah bagi PMI yang 

menjadi korban pelanggaran HAM, dapat juga dengan meningkatkan 

pendidikan dan sosialisasi PMI mengenai hak-hak mereka serta mekanisme 

perlindungan yang tersedia, dan dapat juga dengan melakukan kerja sama 

internasional yang dapat memperkuat perjanjian bilateral dan multilateral 

dengan negara-negara tujuan untuk meningkatkan perlindungan PMI di luar 

negeri. Dengan demikian perlindungan hukum bagi PMI serta implementasi 

mengenai undang-undang yang mengatur tentang perlindungan PMI harus terus 

dievaluasi serta ditingkatkan agar semakin selaras dengan cita-cita hukum 

Indonesia. 
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BAB V 

 PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah diuraikan, maka 

peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2023 mengamanatkan berbagai bentuk perlindungan hukum bagi PMI yaitu 

terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang nomor 18 Tahun 2017 yang meliputi 

perlindungan sebelum bekerja, perlindungan selama bekerja, dan perlindungan 

setelah bekerja. Pertama perlindungan sebelum bekerja dijelaskan dalam Pasal 

8 yang meliputi perlindungan administrasi, dan perlindungan teknis. 

Perlindungan administrasi meliputi kelengkapan dan keabsahan dokumen 

penempatan, penetapan kondisi dan syarat kerja. Perlindungan teknis meliputi 

pemberian sosialisasi, pelayanan penempatan, pembinaan hingga pengawasan. 

Kedua perlindungan selama bekerja dijelaskan dalam Pasal 21 yang berupa 

pendataan dan pendaftaran oleh etase ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar 

negeri yang ditunjuk, pemberian layanan jasa kekonsuleran, pendampingan, 

mediasi, dan pemberian bantuan hukum lainnya hingga fasilitas repatriasi. 

Ketiga perlindungan setelah bekerja dijelaskan dalam Pasal 24 yang berupa 

fasilitas kepulangan PMI, penyelesaian hak PMI yang belum terpenuhi, fasilitas 

pengurusan PMI yang sakit dan meninggal dunia, rehabilitasi dan reintegrasi 

sosial, pemberdayaan PMI dan keluarganya. Dengan demikian kedua Undang-

Undang ini secara bersama-sama dapat membentuk kerangka perlindungan 

hukum yang komprehensif bagi PMI, serta dapat mewujudkan cita-cita hukum 

yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan bagi para PMI. 

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2023 secara keseluruhan sudah berupaya keras dalam menunjukkan komitmen 

yang kuat untuk mewujudkan prinsip cita-cita hukum dalam perlindungan PMI. 
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Regulasi tersebut telah memberikan kerangka hukum yang lebih komprehensif, 

berpihak kepada PMI, dan berorientasi pada kepastian hukum, kemanfaatan 

hukum, dan keadilan hukum. Namun pencapaian cita-cita hukum secara 

sempurna tidak hanya bergantung pada adanya regulasi yang baik, tetapi juga 

pada konsistensi dan efektivitas implementasi di lapangan. Oleh karena itu, 

kerja sama antara pemerintah, masyarakat sipil, dan seluruh pihak terkait sangat 

di perlukan untuk memastikan bahwa prinsip cita-cita hukum  yang terkandung 

dalam undang-undang perlindungan PMI benar-benar terwujud dan dirasakan 

oleh seluruh PMI. 

B. Saran 

Berdasarkan  hasil penelitian yang penulis lakukan , maka penulis akan 

memberikan saran , diantara-Nya sebagai berikut: 

1. Saran kepada  lembaga yang berwenang mengenai PMI. Lembaga yang terkait 

disarankan agar dapat lebih menguatkan regulasi terkait PMI, serta 

pengimplementasian yang lebih efektif agar dapat menjangkau seluruh lapisan 

masyarakat terutama bagi masyarakat yang tinggal di desa terpencil, agar tidak 

terjebak dalam pekerja migran ilegal. 

2. Saran kepada para PMI agar lebih berhati-hati serta memastikan informasi yang 

didapat benar dan akurat sebelum bekerja sebagai PMI, yang terpenting adalah 

untuk selalu berhati-hati serta meminta bantuan  tanpa ragu apabila terjadi 

pelanggaran ham dalam bekerja sebagai PMI. 

3. Saran kepada peneliti dan akademisi. Penulis menyadari bahwa penelitian yang 

penulis lakukan masih jauh dari kesempurnaan karena masih adanya beberapa 

faktor yang belum diperhatikan. oleh sebab itu disarankan kepada peneliti 

selanjutnya agar dapat melakukan penelitian lanjutan sebagai pengembangan 

dari penelitian ini.
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